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Kata Pengantar

Puji Syukur Tim Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
kehendakNYA lah O- 1T AO1I 3 ET EOITEOAOE 20*-%$ AAT CAI
+ A O A E Adagal diselesaikan. Modul ini disusun dengan tujuan agar para

pembaca memahami Sistem Perencanaan Nasional di Indonesia, baik dari level

Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan bagaimana sistem ggrcanaan ditiga

level tersebut diaplikasikan dalam  sebuah harmonisasi  yang

mempertimbangkan lokal spesifik .

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) tahun ini sudah masuk
pada tahap ketiga untuk 20152019. Begitu juga dengan Rencana Pembangm
Jangka Panjang Kesehatan (RPJKP) 282825 yang menekankan pada upaya
peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Tentunya ini merupakan tugas berat bagi sektor kesehatan baik di level
Pmerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untu mencapai visi ditahun 2024
mendatang yakni Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan. Arah
pengembangan upaya kesehatan pun diarahkan dari kuratif bergerak kearah

promotif dan preventif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Harapan positf dengan adanya dokumen RPJMN dan RPJMD vyaitu selalu
terjalinnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi diantara para
pelakunya baik antardaerah, antarfungsi pemerintah, ataupun pusat dan daerah.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kedaan Negara Indonesia yang
tidak saja dipengaruhi nuansa politis tetapi juga demografi, variasi pemasalahan

kesehatan di daerah, dan keunikan budaya lokal.

Buku Modul ini disusun bertujuan untuk mempersiapkan perencanaan
pembangunan sektor kesehatan di @erah/kabupaten/kota agar sesuai dengan
pembangunan nasional berdasarkan pendekatan teknokratik, politik, partisipasi,
atas bawah {op-down), dan bawah ataslfottom-up) serta pertimbangan analisis

situasi kesehatan daerah. Dokumen hasil dari modul ini dimapkan akan



disusun oleh Bappeda dengan dukungan Dinas Kesehatan dan Duasas
terkait sektor kesehatan. Modul ini diharapkan dapat berfungsi sebagai
pedoman sektor kesehatan dan dapat dipergunakan oleh berbagai lembaga

pemerintah dan swasta di sektor keehatan.

Dalam kesempatan ini ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Yth:
1. Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ BAPPENAS

Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI)

AIPHSSDFAT Australia

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FKMG

a M DN

dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu
yang telah memberikan dukungan finansial maupun dukungan dalam
memberikan masukan dalam menyusun Modul Sinkronisasi RPIJMEPJIMN

Bidang Kesehatan ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan ModwSinkronisasi ini masih belum
sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang

membangun agar dapat lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Yogyakarta, April 2016
Ketua Tim

Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Phl
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BAB |
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

A. Deskripsi
UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sietn Perencanaan

Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa sistem perencanaan
pembangunan nasional bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi
pemerintah maupun antara psat dan daerah. Berdasarkan hal inilah maka
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Bahkan evaluasi
terhadap RPJMD Provinsi dapat dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan
RPJPD provinsi dan RPJMN dan begitu juga untuk tingkat kabupaten/kota.

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan
pembangunan pusat dan daerah adalah Undanmdang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undamgdang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undanmdang No. 25
Tahun 2004 tentang SPPN Bab Il pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN
adalah untuk menjaminterciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi  baik
antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara
pusat dan daerah. Ditegaskan kemudian pada pasal 5 yang berbunyi bahwa
RPJMD harus memperhatikan RPJP Daerah dan RPJMN.

Sedanglan Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah Pada bagian Kedua mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah di
Pasal 263 menyatakan bahwa Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada
RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 264 menyatakan tentang RPJMD dapat
disesuaikan dengan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Selanjutnya pasal 269 dan pasal 271 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD
Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian
dengan RPJMN atau RPJMD Provinsituk Kabupaten.



Selain dua Undangundang di atas, untuk perencanaan ditingkat daerah
juga diatur dalam Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusuna®engedalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Upaya sinkronisasi RPJMD dan RPJMN telah diatur dalam

peraturan ini. Bab IV pasal 56pasal 84 khusus membahas mengenai RPJMD;
mengenai hathal yang harus tertuang dalam RPJMD, prosesnya, desluaran

dalam RPJMD berupa penetapan peraturan daerah tentang RPJMD.

Sebagai bab 1 dam pelatihan sinkronisasi RPJMD dan RPJMN Bidang
Kesehatan bab ini akan mengantarkan sekaligus menjelaskan tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional yang terjadli pemerintah pusat. Akan
dijelaskan juga bagaimaa upaya sirkronisasi antara pembuatan RPJMD dan
RPIJMN serta penjelasan istilahistilah terkait dalam proses pembelajaran
selanjutnya.

B. Peta Kedudukan

|

Analisis Situasi dan
pe— VISI-MISI it i
PRESIDEN i
Perumusan Visi
:\I} L Mi:l‘;;u::nh
RPIMN #|RKP I
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dan Sasaran

RENSTRA

oooooooooo

w

K/L
i PP Perumusan Arah
’ Kebijakan dan
Strategl
...................
. A ‘ | ‘ |
20| RENSTRA [reseseast Rencana Program | Perumusan
Keglatan SKPD Kebifakan dan
SKPD ‘ ‘ Program Lintas PD
Kerangka Regulasi |
. VISI-MISI dan Pendanaan
GUBERNUR

Tahapan
Sinkronisasi

Gambar 1. Skema Sinkronisasi Perencanaan Sektor Kesehatan untuk
Daerah dan Nasional dalam RPJMD

—p AlUr peraturan sesuai dengan Undangyndang mengenai SPM
dan RPJMD

------- »  Alur atau hathal yang diharapkan tertuang dalam
perencanaan kesehatanli dalam RPJMD

. Dokumen pendukung bidang kesehatan di dalam dokumen
RPJMD




Gambar 1 di atas menunjukkan sesi yang akan dipelajari hingga akhir
sesi. Kot&-kotak yang diberi tanda merah merupakan Dokumen pendukung
Bidang Kesehatan di dalam Dokumen RPIM Dalam bab 1 ini kita akan
membabhas tidak saja mengenai perencanaan pembangunan pusat tetapi juga di
tingkat daerah yang saling berhubungan sehingga menjadi rencana
pembangunan nasional.

C. Materi: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
1. Materi sesi 1: Hubungan RPJMN denganRPJMD

a. Deskripsi

Bab | sesi 1 ini membahas mengenai hubungan RPJMN dan RPJMD.
Bagaimana seharusnya amanat undangndang dapat diterjemahkan dalam dua
perencanaan ini.

a. Peta Kedudukan Modul

Analisis Situasi dan
Masalah Kesehatan Tahapan |
| Sinkronisasi
Perumusan Vis
Misi Daerah
Perumusan Tujuan
dan Sasaran
Perumusan Arah
Kebijakan dan
Strategl
Rencana Program ‘ Perumusan
Keglatan SKPD Kebijakan dan
‘ Program Lintas PD
Kerangka Regulasi
dan Pendanaan

Gambar 2. Peta Kedudukan Bab | Sesi 1 dalam Skema
Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan

b. Tujuan Pembelajaran

Diharapkan setelah menguasai seisii:l
1. Peserta mampu menjelaskan mengenai RPJMN dan RPIJMD
2. Peserta mampu menjelaskan hubungan RPJMN dan RPIJMD



c. Petunjuk Pembelajaran

Petunjuk tentang cara penggunaan, peran tutor dan kewajiban peserta.
Petunjuk penggunaan dalam pembelajaran modul, yaitu
1. Bab I terdiri dari dua sesi pengajaran
2. Durasi sesi pengajaran dalam Babedsi Imemakan waktu 1 jam dan 40 menit
3. Setelah pengajaran sesi selesai, diadakan kuis. Kuis ini dilakukan setiap sesi
4. Kuis dianalisis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap bahan
ajar yang diberikan
Peran tutor dalam pembelajaran Bab Isesi 1, antara lain
1. Tutor sebagai pembemateri pengajaran setiap sesi
2. Tutor memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pertanyaan yang diberikan
dari peserta pelatihan
3. Tutor memberikan kuis setiap sesi yang sudah dilaksanakan
4. Tutor wajib memberikan nilai terhadap kuis yang telah dilaksanakan
5. Tutor memberikan evaluasi untuk pengembangan modul
Kewajiban peserta dalam pembelajaran Bab kesi 1 antara lain :
1. Peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalm pembelajaran ini.
2. Peserta wajib menyelesaikan kuis yang diberikan oleh Tutor
3. Peserta wai memberikan feedback atau umpan balik untuk menilai

kemampuan diri dan kemampuan Tutor dalam proses pembelajaran

d. Rencana Pembelajaran

Kegiatan : Pengajaran Babdesi 1
Waktu : 08.001 09.40 WIB (menyesuaikan)
Tempat : Ruang kelas (tatap muka/webinar)

e. Materi

RPJMN dan RPJMD merupakatua hal yang saling berhubungan dan
harus sinkron satau sama lainHubungan RPJMN dan RPJMD menggambarkan
hubungan proses perencanaan pembangunarantara Pemerinata Risat dan
Pemerintah Daerah.Bab | sesi satu ini menggamb&an proses hubungarRPIMN
dan RPJMD Dengan melihat proses ini maka dapat diperhatikan aspek waktu
dan momen dalam memberikan rekomendasi untuk RPJMN selanjutnya.



HubunganRPJMN dan RPJMIditegaskan dalam gambararproses perencanaan
pembangunansebagai beikut :
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Sumber. UU SPPN 25/204 dan UU KeuNeg No 17/2003
Gambar 3. Skema Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, daprogram
Presiden yang penyusunannya berpedoman padaPJPNasional, yang memuat
strateqgi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program
Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan
lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasularah kebijakanfiskal dalam rencana
kerja yang berupa kerangka regulasi darkerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.

RPJMD adalah dokumen perencanaaDaerah untuk periode 5 (lima)
tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnyhsebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnyalisingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerakintuk periode 1 (satu) tahun.Pasal 263 ayat 2 UU
No. 23 Tahun 2014 RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kelpkan, dan sasaran pokok
pembangunan Daerah jangka panjang untuRO (dua puluh) tahun yang disusun
dengan berpedomarpada RPJPN dan rencana tata ruang wilaydbasal 263 ayat
3 UU No. 23 Tahun 2014RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, ardtebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daeraberta program Perangkat Daerah
dan lintas PerangkatDaerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat



indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusundengan berpedoman
pada RPJPD dan RPJMN.

Tahun 2015, Indonesia memasuki tahap ketiga dalam rencana
menengahnya yang tertuang dalam RPJMN 20P019. Bertepatan dengan ini
juga, Indonesia memiliki presiden baru dan kemudian memiliki rumusarkerja
untuk masa kerjanya yang tertuang dalam Nawa Cita. Hubungan perencanaan
nasional, pusat, dan daerah dalam periode jangka panjang (20 tahun) yang
kemudian dijabarkan dalam perencanaan menengah (RPJMN) (5 tahun). RPJP
Nasional digunakan selama 20 tahuan diterjemahkan oleh kementerian atau
lembaga terkait hingga ketingkat daerah. RPJP kemudian dibagi menjadi RPJM
baik nasional, tingkat pusat/kemeterian atau lembaga, hinggga ke daerah.
RPJMN pada tingkat kementerian atau lembaga juga diterjemahkan sgha
rencana strategis atau Renstra kementerian/ lembaga. Renstra kementerian atau
lembaga inilah yang pada tingkat daerah diterjemahkan masingnasing oleh PD
dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) PD

Berikut RPJPN Indonesia tahun 2002025 yang digunaka sebagai acuan
pembangunan diseluruh kementerian atau lembaga maupun ditingkat daerah.

RPIMN | RPJMN 11 RPJMN 111 RPJMN IV
(2005-2009) (2009-2014) (20152019) (2020-.2024)
Menata kembali Memantapkan Memantapkan Mcwu_.u(!k:m
NKRI, pcna'taar: pembangunan mam.xsm
membangun kemt?ah NKRI, scfalm : lndonf:§|a yang
Indonesia yang mcn!ngk:flkan menyeluru mand!n. maju,
kualitas SDM, dengan adil, dan
an?an dan ) membangun menckankan makmur melalui
damai, yang adil kemampuan pembangunan percepatan
dan demokratis IPTEK. Keunggulan pembangunan di
dengan tingkat memperkuat Kompetitif segala bidang
kesejahteraan daya saing perckonomian dengan struktur
yang lebih baik. perekonomian yang berbasis perekonomian

Sumber:Bappenas(2015)
Gambar 4. RPJPN Indonesia 2005-2025

f. Sinopsis/ Rangkuman

Melihat bagan sistem perencanaan nasional, malkgambaran hubungan
antara RPJMN dan RPJM&bih jelas. Dimana RPJMN menjadi acuan bagi RPIJMD
yang penyusunannya berpedoman pada Undangndang tentang Pemerintahan
Daerah (Undangundang 23 tahun 2014). Dalam prosesnya antar RPJMN dan



RPJMD haruslah terintegrasi, teiakronisasi, dan besinergi baik antar daerah,

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan
daerah.Hubungan tersebut menegaskan bahwa dari awal sampai akhir integrasi
dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah ada.

g. Lembar Kerja/ Penugasan

Untuk memahami proses perencanaan pembangunan nasional dan
daerah yang saling sinkron dan harmonis maka lengkapilah isian dibawah ini:

Nasional Kementerian Daerah
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i. Kuis
1. Mana dari hal berikut yang oleh SKPD diterjemahkan menjadi renstra masing
masing SKPD?
a. RPJPN
b. RPIJMN
c. RPJPD
d. RPIJMD
e. Renstra kementerian/lembaga
2. Proses RKP nasional dan daerah diserasikan melalui?
a. Undangundang 23/2014
b. Musrenbang
c. Undangundang 25/2004
d. Rakorpus dan Trilateral Meeting
e. Lokakarya
3. Kapan Renja KL dan dan RKP nasional dilakukan penyerasian?
a. Undangundang 23/2014
b. Musrenbang
c. Undangundang 25/2004
d. Rakorpus dan Trilateral Meeting
e. Lokakarya
4. Mana dari hal berikut yang merupakaedoman penyusunan RAPBN?
a. RPJMN
b. RKP Nasional
c. RPJM daeraldaerah


https://ui.academia.edu/fitrahKautsar

d. Renstra KL

e. Undangundang keuangan negara no.17 tahun 2003

5. Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang

penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi

pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan

lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalamcaea kerja yang berupa

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif:

a.
. RPIMN

b
c
d.
e. Renstra KL

J-

RPJPN

RPJPD
RPJIMD

Kunci jawaban

1. E

o &~ DN
W W O W



2. Sesi 2 Permasalahan Sinkronisasi RPJMD dan RPJMN

a. Deskripsi

Bab | sesi 2ini akan mengantarkan kita pada pemahaman mengenai
permasalahan dalam sinkronisasi Berbagai peraturan dan pedoman telah
menjelaskan kepada banyak pihak mengenai harmonisasi dan sinkronisasi
RPJMD dan RPJMN. Namun, beberapa hal masih menjadi periadsan
harmonisasi dan sinkronisasi. Bab ini mencoba menjelaskan lebih lanjut
permasalahan tersebut.

a. Peta Kedudukan

VISI-MISI
RPJPN PRESIDEN
RT
RW
RPIMN = | RKP
| RENSTRA 1
K/L _ fspm’
RPJMD i ................. >
I ===»| RENSTRA
> SKPD
vy ¥
VISI-MISI
RPJPD | | cuBerNnUR

Gambar 5. Peta Kedudukan Bab | Sesi 2 dalam Skema
Sinkronisasi RPIJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan

Keterangan:
—p  Alur peraturan sesuai dengan Undangyndang mengenai SPM
dan RPJMD
------- »  Alur atau hathal yang diharapkan tertuang dalam
perencanaan kesehatan di dalam RPJMD
. Dokumen pendukung bidang kesehatan di dalam dokumen
RPJMD

b. Tujuan Pembelajaran

Diharapkan setelah menguasai bab %esi 2ini:



1. Peserta mampu menjelaskanpermasalahan sinkronisasi RPIJMD
dengan RPJMN

2. Peserta mampu menjelaskamubungan RPJMD dengan RPJMN

c. Petunjuk Pembelajaran

Petunjuk tentang cara penggunaan, peran tutorah kewajiban peserta.

Petunjuk penggunaan dalam pembelajaran modul , yaitu :

1. Bab I terdiri dari dua sesi pengajaran

2. Durasi pengajaran daam Bab | sesi 2 memakan waktu 10@nenit
(2 JPL)

3. Setelah pengajaran sesi selesai, diadakan kuis. Kuis ini dilakukan
setiap sesi

4. Kuis dianalisis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta
terhadap bahan ajar yang diberikan

Peran tutor dalam pembelajaran Bab | sesi 2, antara lain :

1.
2.

3.
4.
5.

Tutor sebagai pemberi materi pengajaran setiap sesi

Tutor memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pertanyaan yang
diberikan dari peserta pelatihan

Tutor memberikan kuis setiap sesi yang sudah dilaksanakan
Tutor wajib memberikan nilai terhadap kuis yang telah dilaksanakan

Tutor memberikan evaluasi untuk pengembangan modul

Kewajiban peserta dalam pembelajaran Bab | ses i 1, antara lain :

1.
2.
3.

Peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalm pembelajaran ini.
Peserta wajib menyelesaikan kuis yang diberikan oleh Tutor

Peserta wajib memberikan feedback atau umpan balik untuk menilai
kemampuan diri dan kemampuan Tutor dalam poses pembelajaran

d. Rencana Pembelajaran

Kegiatan : Pengajaran Bab | sesi 2
Waktu :08.007 09.40 WIB (menyesuaikan)
Tempat : Ruang kelas (tatap muka/webinar)



e. Materi

Pengaturan mengenai harmonisasi dan sinkronisasi RPJMN dan RPJMD
telah banyak diatur ddam undangundang dan peraturan pemerintah salah
satunya dalam Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah pun dijelaskan bahwa RPJMD haruslah berpedoman pada RPJMN (pasal
263). Upaya harmonisasi dan sinkronisasi juga dilakukan dengan mekiame
bilateral meeting yaitu pertemuan antara pemerintah daerah dengan
pemerintah pusat yang diatur alam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas
No.1 tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan RPJMN tahun 2€AG19.

Pada pelaksanaannya harmonisasi dan sinkrorasi RPJMN dan RPJMD
belum sepenuhnya terjadi. Diantaranya, masih ditemukannya RPJMD yang belum
memuat kebijakan kesehatandengan baik. Kesenjangan lainnya mengenai
sinkronisasi RPJMD dan RPJMD ditinjau dari aspek waktu, masa berlaku, dan
status hukum. Baganana upaya penyelarasan dan penyerasian sasaran,
kebijakan dan strategi, program, kegiatan dan indikator, serta target
pembangunan dalam bidang kesehatan antara RPJMD dan RPJMN sebagai upaya
sinkronisasi masih belum jelas baik secara vertikal (Pusat ke demh atau
sebaliknya) maupun secara horizontal di daerah (antara provinsi, antar kab/
kota dalam satu provinsi, atau pun antar SKPD dalam penyusunan RPJMD).

Gambar 5di atas menjelaskan mengenai posisi RPIJMD. Secara singkat,
harapannya dalam RPJMD tertuangengan jelas mengenai perencanaan sektor
kesehatan. Perencaaan sektor kesehatan ini harapannya dapat sinkron dengan
perencanaan sektor kesehatan yang tertuang dalam RPJMN sub bidang keseatan,
Renstra Kementerian Kesehatan, SPM dan atau dari RPJMD ditirigkeovinsi
untuk RPIJMD Kabupaten/kota. Bulatan merah menunjukkan upaya seharusnya
dalam mensinkronkan perencanaan sektor kesehatan daerah dengan nasional.

Pada intinya gambar 5 menjelaskan bahwa RPJMN merupakan acuan untuk
RPJMD. Di dalam RPJMD terdapat hal yang menjelaskan tentang kesehatan
(bulatan merah). Hal yang menjelasakan tentang kesehatan ini atau dokumen
pendukung bidang kesehatan di dalam dokumerRPJMD ini mengacu pada
Renstra KL dalam hal ini kementerian kesehatan dan SPM. Dalam penyusunan

RPJMD, perlu diperhatikan juga untuk mengacu pada visi misi kepala daerah dan



kondisi daerah. Lebih jelasnya untuk memahami gambar 5 adalah sebagai
berikut:

Pertama, berdasarkan peraturan bersama Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri keuangan (masih dalam draft tahun 2015)
maka diatur tentang penyelarasan rencana pembangunan jakg menengah
daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015
2019. Pada pasal dua disebutkan bahwa peraturan bersama ini bertujuan untuk
(1) mewujudkan keselarasan antara RPJMD Provinsi dengan RPJMN Tahun
2015-2019, (2) mewujudkan kesdarasan antara RPJMD Kabupaten/Kota dengan
RPJMD Provinsi dan RPJMN tahun 202919, (3) mewujudkan dukungan dan
peran pemerintah daerah dalam pencapaian sasaran prioritas pembangunan
nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2042019, dan (4) mewujudkan
koordinasi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di
dalamnya juga diatur mengenai upaya penyelarasa antara Gubernur atau Bupati
yang dilantik pada saat atau sebelum 2015 dengan RPJMN tahun 2@18L9.

Kedua, Rencana Strategik (RenstraKementerian Kesehatan merupakan
penjabaran yang membuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan kesehatan yang disusun dengan berpedoman pada
RPJMN dan bersifat indikatif. Renstra ini akan dilaksanakan oleh kementerian
kesehatan dan menjadi acuan penyusunan perencanaan tahunan baik pusat dan
daerah untuk bidang kesehatan. Pada tingkat daerah maka renstra kementerian
kesehatan ini menjadi acuan dalam menyusun renstra Dinas Kesehatan.
Kementerian Kesehatan mengeluarkan in#tator kesehatan berupa Standar
Pelayanan Minimal (SPM). SPM juga dipergunakan sebagai salah satu pedoman
indicator kesehatan dalam penyusunan RPJMD. Tidak hanya itu lintas sektor
Perangkat Daerah (PD) juga berpedoman pada SPM Kesehatan untuk bersama
sama newuhjudkan visi dan misi Kepala Daerah untuk bidang Kesehatan.

Ketiga, RPJMDmerupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan
memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, lintas sektor SKPD dan program



kewilayahan disertai dengan rencanaencana kerja dalam kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Keempat, harapannya dalam RPJMD terdapat wawasan pembangunan
daerah yang berwawasan kesehatan. Untuk itu, harusnya di dalam dokumen
RPJMDterdapat kebijakan-kebijakan yang mendukung sektor kesehatan secara
khusus ataupun yang tersirat dalam lintas program atau diperlukan tambahan
dokumen pendukung bidang kesehatan. Pada gambar 3 di atas, hal ini
ditunjukkan oleh gambar bulatan merah.

Dalam yaya harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan bidang kesehatan
dalam RPJMD dan RPJMN maka segala indikator, kegiatan, dan program yang
tertuang dalam RPJMN bidang kesehatan seharusnya tercermin dalam RPJMD.
Meski demikian tetap memberikan ruang bagi daerahuntuk melaksanana
pembangunan bidang kesehatan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan
daerah masingmasing.

Berdasarkan hal inilah RPIMN subbidang kesehatan dengan RPJMD bidang
kesehatan di daerah membutuhkan sinkronisasi untuk bersamaama mencapai
target yang telah ditentukan dalam RPJMN dan RPJPN subbidang kesehatan.
Pertanyaannya adalahbagaimana skema penyesuaian indikator dan besaran
target RPJMN di tingkat daerah? Sejauh mana wewenang daerah dalam
menambabh indikator dan target pembangunan daeralerta bagaimana dengan
daerah yang memiliki periode RPIJMD mendahului periode RPJNHEP ini yang
perlu kita jawab bersama dalam mengupayakan sinkronisasi rencana

pembangunan bidang kesehatan pusat dan daerah

f. Sinopsis/Ringkasan

Tahap harmonisasi dan sinkonisasi antara RPJMN dan RPJMiglah
dijelaskan di peraturan dan perundangan. Penegasan bahwa RPJMBrus
berpedoman pada RPJMN.Banyak peraturan yang telah mempertegas
harmonisasi RPJMD dan RPJMN. Namun, masih diketemukan RPJMD yang belum
memasukkan katakesehatan basik secara istilah ataupun perjemahan kebijakan
yang mendukung pembangunan kesehatan.



g. Lembar Kerja/ Penugasan

. Sebutkan dua Undarddndang yang menjadiarmonisasi
. Coba analisipermasalahasinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD?
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UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
Kemenhukam RI
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i. Kuis

. Pengaturan harmonisasi sebenarnya sudah tersiratédalam
a. UU 21/2014

b. UU 22/2014
c. UU 23/2014
d. UU 24/2014
e. UU 25/2014


https://ui.academia.edu/fitrahKautsar

2. Tantangan sinkronisasi yang belamasuk dalam RPJMD di bawahéni

a. RPIJMD yang belum memasukkan kata pembangunan baik secara
istilah ataupun penerjemahan kebijakan yang mendukung
pembangunan.

b. RPIJMD yang belum memasukkan kata kesehatan baik secara istilah
ataupun penerjemahan kebijakan yangmendukung pembangunan
kesehatan.

c. RPJMD yang belum memasukkan kata pendidikan baik secara istflah
penerjemahan kebijakan yang mendukung pembangunan pendidikan.

d. RPJMD yang belum memasukkan kata infrastruktur baik secara istilah
ataupun penerjemahan kebijalan yang mendukung infrastruktur

e. RPJMD yang belum memasukkan kata kebijakan baik secara istilah
ataupun penerjemahan kebijakan yang mendukung kebijakan.

. Dalam sinkronisasi dan harmoms ada beberapa tahapan di mogahg

dijelaskan untuk memahami sinkreasi

a. 4

b. 5

c. 6

d. 7

e. 8

. Berikut merupakan langkah ke 2 yaitu terkait renstra Kementerian Kesehatan

yang merupakan penjabaran dari..., kecuali
a. Visi

b. Misi

c. Tujuan
d. Sasaran pokok

e. Strategi

. Pada langkah ke 3, RPJMD merupakan penjabaran dari berikut ini, Becuali
a. Visi

b. Misi

c. Kebijakan umum

d. Program kevilayahan

e

. Pendanaan



j. Kunci Jawaban

1. C
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BAB Il
PokokPokok RPJMN 201%019

A. Pendahuluan

Sebagai bagian dari serangkaian sesi pelatihan sinkronisasi RPJMN dan
RPJMD, bab ini akan menjelaskan tentamqpkok-pokok Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 262819. Visi misi pembangunan
nasional, permasalahan dan tantangan, sampai dengan agenda pembangunan
nasional juga dipaparkan dalam bab ini. Sebelum mempelajari RPJMN Bidang
Kesehatan, penting untuk mengetahui kerangka pelaksanaan; isu strategis; dan
kebijakan dalam perencanaan pembangunan nasional.

B. Peta Kedudukan

Analisis Situasi dan
RPJPN VISI-MISI Masalah Kesehatan S|‘l‘;:lmpf| n '
nkronisas
PRESIDEN i
Perumusan Visi '
RT < Misi Daerah
RW
RPIMN #|RKP [
Perumusan Tujuan
dan Sasaran
RENSTRA
et Perumusan Arah
Kebijakan dan
Strategl
...................
: 4 | | | |
i RENSTRA |r=sssmzns® Rencana Program Perumusan
| Kegiatan SKPD Kebifakan dan
SKPD ‘ | Program Lintas PD

1
Yy Kerangka Regulasi
VIsI-MIsI

dan Pendanaan

RPIPD | cugernuR |

Gambar 6. Peta Kedudukan Bab Il dalam Skema
Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan

—p AlUr peraturan sesuai dengan Undangyndang mengenai SPN
dan RPIJMD

------- »  Alur atau hathal yang diharapkan tertuang dalam
perencanaan kesehatan di dalam RPJMD

. Dokumen pendukung bidang kesehatan di dalam dokumen
RPJIJMD



C. Materi: Pokok-Pokok RPJMN2015 -2019
1. Sesi 1:Filosofi RPJMN 20157 2019

a. Deskripsi

Sebagai bagian dari serangkaian sesi pelatihan sinkronisasi RPJMN dan
RPJMD, sesi pertama Bab Il akan memberikan gambaran tentang filosofi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasan(RPJMN) Tahun 201£2019. Tujuan
pembangunan nasional, ideologi bangsa, sasaran nasional, dan tantangan utama
pembangunan nasional juga dipaparkan dalam sesi ini.

a. Peta Kedudukan

Analisis Situasi dan
RPIPN VISI-Mis| Masalah Kesehatan Tahapan
PRESIDEN [ Sinkronisasi
Perumusan Visi :
RT ¥ Misi Daerah
RW
RPIMN *|RKP |
Perumusan Tujuan
dan Sasaran
RENSTRA
.........
.......... ] Perumusan Arah
Kebijakan dan
Strategl
| o RENSTRA ‘ Rencana Program | Perumusan
Keglatan SKPD | Kebijakan dan
SKPD ‘ \ Program Lintas PD
Yy |
Kerangka Regulasi
RPIPD VISI-MISI dan Pendanaan ’—/
GUBERNUR

Gambar 7. Peta Kedudukan Bab Il sesi 1 dalam Skema
Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan

Sesi pertama dalam Bab Il akan menjadi pendahuluan yang menjelaskan
filosofi RPJMN tahun 201% 2019 sebelum mempelajari lebih dalam mengenai
pokok-pokok RPIJMN 2015019 sub bidangkesehatan dan gizi masyarakat.

b. Tujuan Pembelajaran
Diharapkan setelah menguasai modul ini:

1. Peserta mampu menjelaskatujuan pembangunan nasional
2. Peserta mampu menjelaskaideologi sebagai daya tahan bangsa
3. Peserta mampu menjelaskasasaran dan tantangampembangunan
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c. Petunjuk Pembelajaran

Petunjuk tentang cara penggunaan, peran tutor dan kewajiban peserta.
Petunjuk penggunaan dalam pembelajaran Bab Il sesi pertama, yaitu :

1. Sesiini merupakan sesi awal dalam penggajaran Bab Il

2. Durasi sesi pengajaran dalam Ball sesi pertama memakan waktu
kurang lebih 100 menit

3. Setelah pengajaran sesi selesai, diadakan kuis. Kuis ini dilakukan
setiap sesi pada Bab I

4. Kuis dianalisis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta
terhadap bahan ajar yang diberikan

Peran tutor dalam pembelajaran Bab II, antara lain :
1. Tutor sebagai pemberi materi pengajaran setiap sesi

2. Tutor memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pertanyaan
yang diberikan dari peserta pelatihan

3. Tutor memberikan kuis setiap sesi yang sudah dilaksanakan

4. Tutor wajib untuk memberikan nilai terhadap kuis yang telah
dilaksanakan

5. Tutor memberikan evaluasi untuk pengembangan modul
Kewajiban peserta dalam pembelajaran bab II, antara lain :

1. Peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku dam proses
pembelajaransesiini.

2. Peserta wajib menyelesaikan kuis yang diberikan oleh Tutor

3. Peserta wajib memberikan feedback atau umpan balik untuk
menilai kemampuan diri dan kemampuan Tutor dalam proses
pembelajaran

d. Rencana Pembelajaran

Kegiatan : Pengajaran Bab Il Sesi 1
Waktu : 08.00-09.40 WIB (menyesuaikan)
Tempat : Ruang Kelas (tatap muka/ webinar)
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e. Materi

Tujuan pembangunan nasional secara khusus telah digariskan dalam
Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu : melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indorga; memajukan kesejahteraan umum;
mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan
yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa marad
yang diberikan Negara pada pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara
negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah
untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup
terkecil hingga ke lingkup duna.

Daya tahan suatu bangsa terhadap gelombang sejarah tergantung pada
ideologi. Ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai
pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. ldeologi itu
adalah PANCASILA 1 JUNI 194%am TRISAKTI. Prinsip dasar TRISAKTI menjadi
basis dan arah perubahan berdasarkan pada mandat konstitusi dan menjadi
pilihan sadar dalam pengembangan daya hidup kebangsaan Indonesia, yang
menolak ketergantungan dan diskriminasi, serta terbuka dan sederajadalam
membangun kerjasama yang produktif dalam tataran pergaulan internasional.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam
membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu
memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatapangan, kecukupan energi
dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu,
pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi
peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa
gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok
sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang
berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan
sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil beegak menuju
keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin
mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Pada tahun 2013, pendapatan perkapita Indonesia telah mencapai USD
3.500 yang menempatkan Indonesia berada pada lapis balwanegaranegara
berpenghasilan menengah. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan negara maju. Pada saat
yang sama, batas antara negara berpenghasilan rendah dan berpengasilan tinggi
juga bergerak karenaperekonomian global juga tumbuh. Agar Indonesia mampu
menjadi negara berpendapatan tinggi, tentu memerlukan pertumbuhan yang
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lebih tinggi dari pertumbuhan global. Untuk mencapai negara berpenghasilan
tinggi pada tahun 2030, perekonomian nasional dituntuttumbuh rata-rata
antara 6z 8 % pertahun, inilah tantangan utama pembangunan ekonomi. Agar
berkelanjutan, pertumbuhan yang tinggi tersebut harus bersifat inklusif, serta
tetap menjaga kestabilan ekonomi.

Strategi Pembangunan

NORMA PEMBANGUNAN

1) Membangun untuk manusia dan masyarakat

2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak holeh menciptakan
ketimpangan yang makin melebar;

3) Perhatian khusus dibenikan kepada peningkatan produkivitas rakyat lapisan menengah-
bawah, tanpa menghalangl, menghambat, mengealkan dan mengurang! keleluasaan
pelaku-pelaka besar untuk terus menjadt agen pertumbuhan.,

4)  Akaivitas pembangusan thdak volel merusak, menurunkan daya duleang lisgkusgan dan
Keseimbangan ekesistens

3 DIMENSI PEMBANGUNAN
P B 28 i A N
[ IMMENST FEMBANGUNAN IIMENSE PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN
MANUSIA SERTOR UNGGLULAN & KEWILAYANIAN
Pendidikan rtnlmhlu .!‘nuf- Antarkcompok
Kedwslatan Eargi &
Keschatun Kerenagatistrikan Anturwibsyah: (1)
Kerzarkizma dus Desa, (23 Pinggiean,
Perumahan wam () Luar & 7
St M / K Pariwiseta dan Ingustr ) \_ Kewasan Timur )
[ KONDISI PERLU ]
L : """I“:'n"'l Jl ““."""“’I oy JLN‘&MJ[ Tt Kelala & Il J
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Gambar 8. Strategi Pembangunan

f. Sinopsis/ Rangkuman

Selain mendukung pembangunan nasional, filosofi RPJMN 202619
digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan
Trisakti menjadi penuntun, penggerak, pemersatu, dan pengarah pembangunan
nasional. Olehkarena itu, perencanaan pembangunan perlu memperhatikan
karakter sumber daya dan sejarah untuk menuju sasaran jangka panjang dan
tujuan hakiki pembangunan nasional Indonesia.

g. Lembar Kerja/ Penugasan

Lengkapi tahapan RPJM dalam RPJPN 26215 berikut :
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RPJM 1
(2005-2009)

Tabel Penugasan Bab Il

RPJM 2
(2010-2014)

RPJIM 3
(2015-2019)

RPJIM 4
(2020-2025)

14



BAB Il
RPJMN 2012019 Sub Bidang Kesehatan
dan Gizi Masyarakat

A. Deskripsi

Sebagai bagian dari rangkaian sesi pelatihan Sinkronisasi RPJMN dan RPJMD,
bab ini akan menjelaskan tentang RPJMN 2P@%9 Bidang Kesehatan dan Gizi
Masyarakat. Penjelasan Bab Il ini akan dibagi dalam beberapa bagian, diantara akan
membahas mengenai $istatika Dokumen Perencanaan Nasional Bidang Kesehatan,
sasaran pokok, arah kebijakan serta kerangka pelaksanaanya.

Bab Il ini akan dibagi menjadi dua sesi pembelajaran: (1) Permasalahan dan

Isu Strategis (2) Sasaran Pokok

B. Peta Kedudukan Modul

Analisis Situasi dan

VISI-MISI Masalah Kesehatan Tahapan

RPIPN PRESIDEN l Sinkronisasi
Perumusan Visi " y
v Misi Due:nhl
RPIMN *|RKP I

Perumusan Tujuan
dan Sasaran

RENSTRA

|||||||||

.......... ] Perumusan Arah
Kebijakan dan
Strategl

N ‘ [ I
| “*:»| RENSTRA Rencana Program | Perumusan
SKPD Keglatan SKPD | Kebifakan dan

| Program Lintas PD

Kerangka Regulasi |
VISI-MISI — dan Pendanaan r

RPIPD | cugernuR

Gambar 9. Peta Kedudukan Bab Il dalam Skema
Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan

——p  Alur peraturan sesuai dengan Undangyndang mengenai SPN
dan RPIJMD

------- »  Alur atau hathal yang diharapkan tertuangdalam
perencanaan kesehatan di dalam RPJMD

. Dokumen pendukung bidang kesehatan di dalam dokumen
RPJMD
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Gambar 9di atas menunjukkan sesi yang akan dipelajari hingga akhir sesi
nanti. Kotak-kotak yang diberi tanda kuning merupakan posisi Bab Il yang

sedang kita pelajari ini.

C. Materi:
Masyarakat

1. Sesi 1: Permasalahan dan Isu Strategis

a. Deskripsi

RPJMN 2015-2019 Sub Bidang Kesehatan dan Gizi

Sesi | pada Bab Il ini berupaya mengantarkan pada permasalahan dan isu
strategis dalam RPIJMN 202919. Kemudian, sebagai inti RPIJMN kita perlu

memahami permasalahan dan isu stratgig dihadapi oleh bidang kesehatan

dan gizi masyarakat

a. Peta Keduduka n Modul

VISI-MISI
RPIPN PRESIDEN
RT !
RW
RPJMN *|RKP
L RENSTRA
KL fspm’

l o[ RENSTRA
SKPD
VISI-MIS|
* | GUBERNUR

Analisis Situasi dan
Masalah Kesehatan

[

Perumusan Visi
Misi Daerah

Perumusan Tujuan
dan Sasaran

Perumusan Arah
Kebijakan dan
Strategl

Rencana Program |

Keglatan SKPD ‘

1
Kerangka Regulasi

dan Pendanaan

J

|

Perumusan
Kebifakan dan

Tahapan |
Sinkronisasi

Program Lintas PD

Gambar 10. Peta Kedudukan Bab Il sesi 2 dalam Skema
Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan

b. Tujuan Pembelajaran

Diharapkan setelah menguasai bab Il sesi 1 ini:

1. Peserta mampu menjelaskanpermasalahan dan isu strategis dibidang

kesehatan, terutama yang dijelaskan dalam RPJMN 202819.
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2. Peserta mampu memahami dan menjelaskan permasalahan dan -isu

strategis bidang kesehatan.

c. Petunjuk Pembelajaran

Petunjuk tentang cara penggunaan, peram tldn kewajiban peserta. Adapun
Petunjuk penggunaan dalam pembelajaran modul yaitu :
1. Bab Ill terdiri dari dua sesi pengajaran
2. Durasi sesi pengajaran dalam Bab Ill sesi 1 memakan wakitQ0 menit
3. Setelah pengajaran sesi selesai, diadakan kuis. Kuisdilakukan setiap sesi
4. Kuis dianalisis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap
bahan ajar yang diberikan
Peran tutor dalam pembelajaranBab Il sesi 1, antara lain :
1. Tutor sebagai pemberi materi pengajaran setiap sesi
2. Tutor memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pertanyaan yang
diberikan dari peserta pelatihan
3. Tutor memberikan kuis setiap sesi yang sudah dilaksanakan
4. Tutor wajib memberikan nilai terhadap kuis yang telah dilaksanakan
5. Tutor memberikan evaluasi untuk pengembangan modul
Kewajiban peserta dalam pembelajararBab Ill sesi 1, antara lain :
1. Peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalm pembelajaran ini.
2. Peserta wajib menyelesaikan kuis yang diberikan oleh Tutor
3. Peserta wajib memberikan feedback atau umpan balik untuk menilai

kemampuan diri dan kemampuan Tutor dalam proses pembelajaran

d. Rencana Pembelajaran

Kegiatan : Pengajaran Bab Ill sesi 1
Waktu :10.007 11.40 WIB (menyesuaikan)

Tempat : Ruang kelas (tatap muka/webinar)
e. Materi

Isu strategis yang dihadapi oleh bidanckesehatan dan gizi masyarakat
dapat diringkas pada 7 point berikut:
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1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia

Angka Kematian Ibu (AKI) masihcukup tinggi walaupun dalam
beberapa dekade terakhir AKI telah mengalami penurunan. Menurut SDKI
1994, AKI di Indonesia sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup
kemudian menurun menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI
2007). Kemudian naik kembali bedasarkan hasil Sensus Penduduk (SP
2010), AKI di Indonesia sebsar 346 per 100.000 kelahiran hidup,
sementara berdasarkan hasil survei SDKI tahun 2012 sebesar 359 per
100.000 kelahiran hidup.

Kematian bayi dan balita terus mengalami penurunan. Namun,
capaian pada tahun 2012 tersebut masih cukup jauh dari target MDG 4
sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal juga terus
mengalami penurunan sampai dengan tahun 2010, selanjutnya tidak
berubah pada tahun 2012. Lambatnya penurunan kematian neonatal
yang berkontribusi pada 59,4 persen kematian bayi (SDKI 2012)
menyebabkan tetap tingginya Angka Kematian Bayi (AKB).

Dari sisi pelayanankesehatan sudahdapat dikatakan membaik.
Beberapa indikator seperti meningkatnya pemeriksaan kehamilan,
meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan dan meningkatnya
cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Namumasih
rendah dalam kesinambungan pelayanancontinuum of carg@ kesehatan
ibu, anak, remaja, anemia ibu hamil, pemakaian kontrasepsi, dan ASI
ekslugtf.

Masalah lainnya adalah standar kualitas pelayanan kesehatan
dasar masih belum sepenuhnya mendukung kesehatan ibu dan anak,
contohnya lebih dari separuh puskesmas PONED belum memiliki tenaga
terlatih dan sebagaian besar puskesmas belum dilengkapi dengan
peralatan dan obatobatan yang memadai. Kesehatan ibu dan anak sangat
terkait dengan kesehatan remaja putri, sedangkan hampir sepertiga dari
remaja putri tergolong pendek. Begitu juga dengan prediksi
meningkatnya penduduk lansia yang menuntut harus disid@annya
pelayanan kesehatan lansia. Disparitas status kesehatan pada kelompok

penduduk miskin lebih tinggi dari kelompok penduduk kaya. Kematian
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bayi dan kekurangan gizi di pedesaan jauh lebih tinggi disbanding dengan

perkotaan.

Tantangan utama yang dihadap dalam upaya peningkatan
kesehatan ibu, bayi, dan remaja adalah menjaga keberlangsungan
pelayanan Continium of car¢ termasuk didalamnya perbaikan gizi
remaja perempuan, ibu hamil, dan anak.

. Percepatan perbaikan gizi Masyarakat

Beban ganda permasalahanig di Indonesia saat ini adalah pada
waktu yang bersamaan menghadapi masalah gizi kurang dan gizi lebih.
Hal ini menyebabkan disparitas masalah gizi yang cukup tinggi terjadi di
wilayah Indonesia. Saat ini keadaastunting balita di Indonesia mencapai
37,2 persen, begitu juga dengan kejadian anemia yang terjadi pada anak
balita, remaja putri, dan ibu hamil

Gizi lebih (overweigh) meningkat lebih dari dua kali antara 2007
hingga 2013 terutama pada perempuan. Peningkatan gizi lebih

berkolerasi denganmeningkatnya faktor risiko penyakit tidak menular.

Kekurangan gizimemicu mudahnya individu untuk terserangnya
berbagai penyakit menular, salah satunya diare yang menjadi perhatian
serius. Hal ini menantang bidang kesehatan untuk dapat memenuhi
cakupan imuwnisasi lengkap pada bayi, termasuk menjaga sanitasi air
minum dan kesehatan lingkungan.

Tantangan utama dalam peningkatan status gizi masyarakat
adalah meningkatkan intervensi gizi spesifik(sektor kesehatan) serta
peningkatan intervensi sensitif (sektor di luar kesehatan) melalui
penguatan regulasi, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan bagi upaya
perbaikan gizi, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang
berkualitas dan mendorong pola hidup makan sehat

. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingk ungan

Indonesia masih menghadapi beban ganda penyakit, yaitu
penyakit menular dan penyakit tidak menular.Penyakit tidak menular
pada tahun 2013 telah menymbang 69 persen dari seluruh penyebab
kematian di Indonesia. Dilain sisi, penyakit menular sedikit @mi sedikit
dapat diturunkan, diantaranya penurunan prevalensi DBD, diare, malaria,
TB, dan AIDS.

Baik penyakit menular dan penyakit tidak menular menjadi

tantangan bagi Indonesia seiring dengan perubahan gaya hidup penduduk
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serta menurunnya kualitas ligkungan. Hal ini mejadi tantangan bagi
Indonesia untuk dapat mengendalikan penyakit menular dengan
peningkatan surveilans epidemiologi dan pencegahan penyakit termasuk
imunisasi serta upaya eliminasi penyakit yang terabaikan ngglected

tropical diseaseps Sedangkan tantangan untuk pengendalian penyakit
tidak menular adalah penurunan faktor sisiko biologi, peningkatan
perilaku hidup bersih dan sehat, dan perbaikan kesehatan lingkungan

. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang
Berkualitas

Akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier
masih terbatas terutama pada daerah tertinggal, peratasan, dan
kepulauan (DTPK).Data dari Supply Side Readiness Health Sector Review
(Bappenas, 2015) menunjukkan ratarata indeks kesiapan pé&yanan
umum untuk seluruh katagori puskesmas baru mencapai 71 dari
maksimum 100. Indeks kesiapan yang paling tinggi adalah peralatan
dasar 84 persen dan yang paling rendah adalah kapasitas diagnosis 61
persen. Faktor penyebab diantaranya kendala geografis disparitas
pembangunan antar daerahdan DTPK

Permasalahan pada pelayanan kesehatan rujukan meliputi
ketersediaan fasilitas, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan
tenaga kesehatan, dan belum tertatanya sistem rujukan. Hanya 8 persen
rumah sakit pemerintah dan 33 persen rumah sakit swasta yang
memenuhi seluruh kesiapan bedah komprehensif, begitu juga dengan
jumlah dokter spesialis.

Tantangannyadalam peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan
pelayanan kesehatan rujukan adalahpengembangan dan penetapan
standar guideline, pemenuhan sarana, obat, alat kesehatan,
pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas dan penguatan
dan peningkatan upaya promotive dan preventif serta pemenuhan
fasilitas pelayanan yang mencakup sana, obat, alat kesehatan, dan
sistem informasi yang memada

. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan
Obat dan Makanan

Permasalahan pada bidang ini cukup kompleks dimana masalah
tidak saja pada distribusi dan penggunaan, tetapi juga pada tingkat

perencanaan dan sistem informasinyaKetersediaan obat dan vaksin
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secara umum telah cukup baik yaitu mencapai 96,93% pada tahur®23
tetapi ketersediaan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar masih belum
memadai. Begitu juga dengan penggunaan obat generik di sarana
kesehatan terus meningkat tetapi penggunaan obat rasional di sarana
pelayanan kesehatan dasar pemerintah baru mencapéi.,9%.

Tantangan kita adalah bagaimana kita mampu untuk menjamin
ketersediaan mutu, kemanana, dan khasiat obat dan alat kesehatan
hingga fasilitas kesehatan dan pasien, peningkatasupply chain dan
monitoring. Dari sisi ketersediaan bahan obat dan alat dsehatan,
harusnya sudah dapat memanfaatkan bahan alam dari Indonesia dan
meningkatkan standar cara pembuatan obat yang baik (CPOB).
Penegakan hukum untuk menjamin keamanan siklus pembuatan hingga

penggunaan obat dan fasilitas kesehatan juga harus dikuatka

. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

WHO merekomendasikan rasio ketersediaan dokter 10 per 10.000
penduduk, di Indonesia ketersedian dokter masih 2 per 10.000 penduduk.
Hal ini juga diiringi dengan jenis tenaga kesehatan lainnya. Kekurangan
tenaga lesehatan tidak saja terjadi di fasilitas pelayanan primer tetapi
juga di tingkat rujukan.

Saat ini jumlah perguruan tinggi kesehatan semakin meningkat hal
ini menjadi tantangan tersendiri untuk dapat menjamin kualitas dan
kompetensinya. Tidak meratanya slearan tenaga kesehatan, selain
dipengaruhi oleh geografis Indonesia juga terjadi akibat sistem formasi
dan rekrutmen yang tidak standar antardaerah. Begitu juga dengan
penempatan tenaga kesehatan di DTPK belum sepenuhnya didukung
dengan regulasi di tingkatdaerah, finansial, dan fasilitas non finansial
yang memadai.

Tantangan utama dalam pemenuhan tenaga kesehatan adalah
menjamin kecukupan dengan meningkatkan keselarasan dalam produksi,
penyebaran dan penempatan tenaga kesehatan serta kualitas dan kinerja
tenaga kesehatan, meningkatkan perekrutan, persebaran dan retensi
tenaga kesehatan melalui pengembangan sistem karir dan insentif

finansial dan non finansial
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7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya peningkatan promosi kesehatan etakaitanya dengan
ketersediaan sumber tenaga kesehatan promosi kesehatan, wawasan
promosi kesehatan dari tenaga kesehatan lain, serta lingkungan diluar
kesehatan untuk mendukung kebijakan berawawasan kesehatan yang
masih terbatas. Tantangan utama dalam pmosi kesehatan adalah
keberlajutan pembangunan kesehatan dan sektesektor lain sehingga
peran serta sektor lain dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat dapat meningkat. Tantangan lainnya adalah pemanfaatan
secara maksimal fasilitas pelayanan dsehatan untuk berlangsungnya
promosi dan konseling kesehatan, menggerakkan pemberdayaan
masyarakat, dan penguatan jejaring dan advokasi

8. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, serta

Sistem Informasi Kesehatan

Permasalahan dalam manajemen kedatan diantaranya adalah
ketersediaan data untuk mendukungevidence based planningang belum
didukung sistem infomasi yang kuat, kapasitas penelitian dan
pengembangan yang belum optimal, serta sinkronisasai perencanaan dan
pengembangan antara perencanaan nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota yang lemah.

Maka tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kemampuan
teknis dan manajemen pengelolaan program baik pusat dan daerah,
penguatan sistem informasi kesehatan sebagai bahan perencanaan,
pemantauan, dan esluasi, dan meningkatkan dukungan penelitian dan
pengembangan kesehatan. Tantangan lainnya adalah kemanaou
merencanakan dan membaca dana dalam upaya meningkatkan pelayanan
kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana dan krisis kesehatan
serta pemenuhanbahan baku produksi obat

9. Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan kesehatan pemerintah baru mencapai USD 43 per
kapita atau 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2012.
Indonesia termasuk lima negara dengan pembiayaan kesehatan terendah
di dunia bersama Sudan Selatan, Pakistan, Chad, da Myanmar.
Kompleksnya mekanisme pembiayaan kesehatan di daerah menimbulkan
kesulitan dan manajemen dan sering menimbulkan ketidakefektifan dan
ketidakefisienan. Hal ini menyebabkan biaya masyarakat tinggi untuk
pemenuhan kesehatan. Perkembangan rumah sakit swastard layanan
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kesehatan swasta lainnya juga belum diikuti dengan pengawasan dan
koordinasi yang baik oleh pemerintah

Pengeluaran kesehatan sebagai konsekuensi dari JKN perlu
ditangani dengan baik untuk merespon transisi epidemiologi dan
peningkatan teknolog kesehatan. Sehingga dalam menghadapi ini kita
harus bisa meningkatkan pembiayaan kesehatan serta menjalin
kerjasama yang baik dengan swasta dan masyarakat termasuk
pengembangarncorporate social responsibilityCSR di bidang kesehata

10. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional

Tantangan dalam pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) adalah meningkatkan kepesertaan, mengembangkan manfaat
jaminan, kerjasama dengan penyedia layanan sistem pembayaran
penyedia layanan, kemitraan public dan swasta, memastikakualitas
pelayanan dan pengembangan kapasitas fiscal untuk pembayaran PBI dan
penyedia fasilitas dan ketemagaan. Karena merupakan bagian dari Sistem
Kesehatan Nasional (SKN) maka skema JKN harus diarahkan kepada
kebijakan untuk menjamin ketersediaan, menypkan standarm dan
menjamin kepatuhan standar sarana, tenaga, manajemen pelayanan
kesehatan, dan menguatkan sistem kontrol terhadap klaim

f. Sinopsis/ Ringkasan

Dalam upaya harmonisasi dan sinkronisasi perencanaan bidang kesehatan
dalam RPJMD dan RPJMN makagala indikator, kegiatan, dan program yang
tertuang dalam RPJMN 2012019 dan renstra kementerian kesehatan
seharusnya tercermin dalam RPJMD. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan
pemahaman yang baik mengenai permasalahan, tantangan, dan sasaran pokok
pembangunan bidang kesehatan baik yang tertuang dalam RPJMN dan Renstra
Kementerian Kesehatan 20152019. Ada 10 permasalahan dan tantangan
bidang kesehatan, yakni (1)Peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia,
(2)Percepatan perbaikan status gizi magrakat, (3)Pengendalian penyakit dan
penyehatan lingkungan, (4) Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan yang berkualitas, (5) Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan yang berkualitas, (6) Pemenuhan sumber daya manusia kesshn,
(7)Peningkatan  promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,

(8)Peningkatan manajemen, penelitian dan pengembangan, serta sistem
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informasi kesehatan, (9)Pengembangan dan peningkatan efektivitas pembiayaan

kesehatan, (10)Pengembangan jaminan kesehatanasional.

g. Penugasan/ Lembar kerja

1. Melihat permasalaan dan tantangan pembangunan bidang kesehatan di atas,
maka coba untuk saudara identifikasi apakah masalah dan tantangan
pembangunan bidang kesehatan di daerah saudara sama dengan yang menjadi
tantangardan pembangunan di daerah? Sebutkan dan berikan penjelasannya.

2. Melihat indikator yang menjadi sasaran dalam pembangunan bidang kesehatan

nasional, bagaimana dengan indikator terkait di daerah saudara?

Catatan: menyelesaikan penugasan ini bermanfaatntambantu saudara untuk

mengidentifikasi permasalahan di daerah bidang kesehatan pada bab IV nanti.
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i. Kuis
1. Untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maka
permasalahan dan isu strategis yang dihadapi meliputi pengendalian
kuantitas kependudukan, juga kualitas kependudukan, salah satunya bidang
kesehatan. Isu strategis yang d#dapi oleh bidang kesehatan dan gizi
masyarakat dapat diringkas menjadi berapa poirit
a. 5 point
b. 6 point
c. 7 point
d. 8 point
e. 9 point

2. Dalam meningkatkan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia apa
sebenarnya tantangan utamanya?:
a. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak?
b. Meningkatkan pengendalian penyakit,
c. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di DTPK
d. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat, dan vaksin,
Meningkatkan respon Magarakat, dan Meningkatkan pengendalian
penyakit tidak menular
e. Menjaga keberlangsungan pelayanan Continium of car¢ termasuk
didalamnya perbaikan gizi remaja perempuan, ibu hamil, dan anak.
3. Target penurunan angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahirahidup
menjadi
a. 346 per 100.000 kelahiran hidup
b. 24 per 1000 kelahiran hidup
c. 306 per 100.000 kelahiran hidup
d. 24 per 100.000 kelahiran hidup
e. 306 per 1000 kelahiran hidup
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4. Ukuran capaian yang diharapkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap

(Responsiveness) dn perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan

finansial di bidang kesehatan adalah:

a.
b.

C.

Meningkatkan upaya perilaku hidup bersih dan sehat

Menurunkan presentasi BBLR

Menurunkan angka kematian bayi dan ibu

Menurunkan beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan

kesehatan

Meningkatkan

upaya peningkatan promosi dan pemberdayaan

masyarakat bidang kesehatan

5. Penigkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan berkualitas

memiliki beberapa tantangan yang harus dijawab sesegera mungkin, apa

jawaban dari tantangan yang ada?:

a. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah

mulai mantap

b. Pengembangan dan penetapan standaguideline pemenuhan sarana,

obat, alat kesehatan, pengembangan dan penerapanan sistem akreditasi

fasilitas dan penguatm dan peningkatan upaya promotive dan

preventifAkses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang

berkualitas lebih berkembang dan meningkat.

Pengembangan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan

mutu pelayanan kesehatan

Terciptanya paradigma sehat penguatan pelayanan kesehatan, dan

jaminan kesehatan nasional.

J. Kunci Jawaban

1.

a M DN

C

w O O m
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2. Sesi 2: Sasaran Pokok

a. Deskripsi

Melanjutkan sesi 1, pada sesi 2 di Bab Il ini kita akan dibawa untuk
memahami lebih lanjut mengenaisasaran pokok bidang kesehatan.Sasaran
pokok tersebut akan membantu kita dalam merumuskan kebijakan, program dan
kegiatan yang langsung dapat menghasilkakeluaran dan dampak strategis
dalam mengatasi permasalahan di kabupaten/kota. Upaya ini terus dilakuka
untuk memperbaiki status kesehatan masyarakat.

a. Peta Kedudukan Modul

RPIPN

VIsI-MISI
PRESIDEN

4

RT
RW

RPIMN

RKP

L

RENSTRA

oooooooooo

RPIPD

VISI-MIS|
GUBERNUR

RENSTRA
SKPD

Analisis Situasi dan
Masalah Kesehatan

[

Perumusan Visi
Misi Daerah

Perumusan Tujuan
dan Sasaran

Perumusan Arah
Kebijakan dan
Strategl

Rencana Program |

Keglatan SKPD ‘

Kerangka Regulasi

dan Pendanaan

|

Perumusan
Kebifakan dan
Program Lintas PD

—

Tahapan
Sinkronisasi

Gambar 11. Peta Kedudukan Bab IIl sesi 2 dalam Skema
Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan

b. Tujuan Pembelajaran

Diharapkan setelah menguasai bab Il sesi 2 ini:

1. Peserta mampu menjelaskan sasarasasaran pokok bidang kesehatan,

terutama pada RPJMN Bidang Kesehatan.

2. Peserta mampumemahami dan menjelaskan mengenai sasaran pokok,

bidang kesehatan.
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c. Petunjuk Pembelajaran

Petunjuk tentang cara penggunaan, peran tutor dan kewajiban peserta. Adapun
Petunjuk penggunaan dalam pembelajaran modul yaitu :
1. Bab lll terdiri dari dua sesipengajaran
2. Durasi sesi pengajaran dalam bab Il sesi 2 memakan waktu 100 menit
3. Setelah pengajaran sesi selesai, diadakan kuis. Kuis ini dilakukan
setiap sesi
4. Kuis dianalisis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta
terhadap bahan ajar yang diberikan
Peran tutor dalam pembelajaranBab Il sesi 2 antara lain :
1. Tutor sebagai pemberi materi pengajaran setiap sesi
2. Tutor memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pertanyaan
yang diberikan dari peserta pelatihan
3. Tutor memberikan kuis setiap sesi yang sudadilaksanakan
4. Tutor wajib memberikan nilai terhadap kuis yang telah dilaksanakan
5. Tutor memberikan evaluasi untuk pengembangan modul
Kewajiban peserta dalam pembelajararBab Il sesi 2 antara lain :
1. Peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalm pemélajaran
ini.
2. Peserta wajib menyelesaikan kuis yang diberikan oleh Tutor
3. Peserta wajib memberikanfeedbackatau umpan balik untuk menilai

kemampuan diri dan kemampuan Tutor dalam proses pembelajaran

Rencana Pembelajaran
Kegiatan : Pengajaran Bab Il se2i
Waktu :10.007 11.40 WIB (menyesuaikan)

Tempat : Ruang kelas (tatap muka/webinar)

d. Materi
A. Sasaran Pokok

Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 202519 diarahkan
untuk mendukung Progra Indonesia Sehat dengan meningkatkan derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan
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pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial

dan pemerataan pelayanan kesehatan. efdapat 12 sasaran pokok sub
bidang kesehatan berikut indikatornya dibawah ini

Tabel 1. Sasaran Pokok Sub Bidang Kesehatan dalam RPJMN 20152019

No. Indikator Status Awal | Target 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan lbu dan
Anak
a. AKI per100.000 kelahiran hidup 346 (2010) 306
b. AKB per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012) 24
2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
(persen)
a. Prevalensi anemia pada ibu hamil 37,1 (2013) 28
b. Persentase bayi dengan berat badar, 10,2 (2013) 8
lahir rendah (BBLR)
c. Persentase bayi usia kurang dari 6 38,0 (2013) 50
bulan yang mendapat ASI Ekslusif
d. Prevalensi kekurangan gizi pada 19,6 (2013) 17
anak balita
e. Prevalensi kurus anak balita 12 (2013) 9,5
f. Prevalensistunting (pendek dan 32,9(2013) 28
sangat pendek) pada anak di bawah
dua tahun
3 Meningkatnya Pengendalian Penyakit
Menular dan Tidak menular serta
Meningkatnya Penyehatan Lingkungan
a. Prevalensi tuberculosis per 100.000| 297 (2013) 245
penduduk (persen)
b. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2014) <0,5
c. Jumlah kabupaten/kota dengan 212 (2013) 300
eleminasimalaria
d. Jumlah provinsi dengan eliminasi 20 (2013) 34
kusta
e. Jumlah kabupaten/kota dengan 0 35
eliminasi filariasis
f. Persentase kabupaten/kota yang 15,3 40
memenuhi syarat kualitas kesehatan
lingkungan
g. Prevalensi tekanan darah tinggi 25,8 (2013) 234
(persen)
h. Prevalensi obesitas pada penduduk | 15,4 (2013) 154
usia 18+ tahun (persen)
i. Prevalensi merokok pada penduduk
OOEA S »puy 7,2 5,4
j- Persentase penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah dengar - 40
imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun
2013
4 Meningkatnya Pemerataan Akses dan
Mutu Pelayanan Kesehatan
a. Jumlah kecamatan yang memiliki 0 5.600
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No. Indikator Status Awal | Target 2019

minimal satu puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi

b. Jumlah kabupaten/kota yang 10 481
memiliki satu RSUD yang
tersertifikasi akreditasi nasional

c. Persentase kabupaten/kota yang 71,2 95
mencapai 80 persen imunisasi dasat
lengkap pada bayi

5 Meningkatnya Perlindungan Finansial

a. Jumlah penduduk yang menjadi
peserta penerima bantuan iuran 86,4 107,2
(PBI) melalui Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) / kartu Indonesia
Sehat (KIS) (dalam juta)

b. Unmet neecelayanan kesehatan 7 1

6 Meningkatnya Ketersediaan,
Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan
a. Jumlah puskesmas yang minimal 1.015 5.600
memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
b. Persentase RS kabupaten/kota kelag
C yang memiliki 7 dokter spesialis 25 60
c. Jumlah SDM kesehatan yang
ditingkatkan komptensinya
(kumulatif) 25.000 56.910

7 Memastikan Ketersediaan Obat dan
Mutu Obat dan Makanan

a. Persentase ketersediaan obat dan 75,5 (2014) 90
vaksin di puskesmas

b. Persentase obat yang memenuhi 92 (2014) 94
syarat

c. Persentase makanan yang 87,6 (2013) 90,1

memenuhi syarat

8 | Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dgmemberdayaan
masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif

9 | Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

10 | Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran
katastropik akibat pelayanankesehatan

11 | Meningkatnya responsibilitas sistem kesehatanhealth system responsivengss

12 | Meningkatnya daya saing obat dan makanan nasional

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Reformasi sub bidang kesehatan dan gizi masyarakat terutama di
fokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar yang berkualitas terutama
melalui peningkatan jaminan kesehatan dan peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan dasar dan rujukan didukung dengapenguatan sisten
kesehatand an oeningkatan pembiayaan kesehatan. arah kebijakan yang
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tertuang pada RPJMN 2012019 merujuk pada masalah, tantangan, dan 12
sasaran pokok yang telah disebutkan ditas, yakni:

1.

Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja
dan lanjut usia yang berkualitas , diantaranya melalui peningkatan akses
dan mutu layana berkelanjutan, peningkatan pelayanan kesehatan
reproduksi remaja, dan peningkatan eran upaya kesehatan berbasis
masyarakat.

Mempercepat perbaikan gizi  masyarakat, diantaranya melalui
peningkatan surveilans gizi dan pemantauan tumbuh kembang,
peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi,
dan pengasuha serta penguatan lintas sektor dalam intevensi sensitif dan
spesifik.

Mening katkan pengedalian penyakit dan pesehatan lingkungan

diantaranya melalui peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan
penyakit, pencegahan darpengendalian kepdian luar biasa/wabah, serta
peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap aietsih.

Meningkatkan akases pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas
diantaranya melalui pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar
sesuai standar mulai dari fasilitas layaan primer hingga rujukan,
pengembangan kesehatan tradisional dan komplemeet serta
pengembangan inovasi pelayana kesehatan dasar melalui pelayana
kesehatan bergerak hingga pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

Meningkatkan akses pelayana kesehatan rujukan yang berkualitas,
diantaranya melalui pengembangan fasilitas pelana kesehatan rujukan
terutaam rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional,
rumah sait di setiap kabupaten/kota, dan pengembangan inovasi
pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratamatelemedicine, dan
pelayana kesehatan tradisional, alteative dan komplementer.

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan
kualitas farmasi dan alat kesehatan , diantaranya melalui peningkatan
ketersediaan dan keterjangkauan obat, peningkatan pengendalinan
monitoring dan evalusi harga obat, dameningkatan mutu pelayanan
kefarmasian.

Meningkatkan pengawasan obat dan makanan , diantaranya melalui
penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko dan
penguatan kapasitas dan kapabilutas pengujuan obat dan makanan.
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8. Meningkatkan ketersediaan , penyebaran, dan mutu sumber daya
manusia kesehatan, diantaranya melalui pemenuhan kebutuhan tenaga
kesehatan di DTPK dan peningkatan mutu tenaga kesehatan memalui
peningkatan kompetensi pendidikan, dan pelatihan seluruh jenis tenaga
kesehatan.

9. Meningkatk an promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat |,
diantaranya melalui peningkatan advokasi kebijakan pembangunan
berwawasan kesehatan dan pengemangan metode dan teknologi promosi
kesehatan.

10. Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem
informasi kesehatan, diantaranya melalui peningkatan kemampuan
teknis dan pengelolaan program kesehan serta peningkatakan
transparansi tata kelola pemerintahan

11. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
bidang kesehatan , diantaranya melali peningkatan cakupan kepesertaan
melalui Kartu Indonesia Sehat dan pengembangan pembiayaan pelayana
kesehatan kerjasama pemerintah dan swasta

12.Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan
kesehatan, diantaranya melalui peningkatan pembiaaan kehatan publik
dan peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian
universal health coveragéUHC).

C. Kerangka pendanaan, regulasi, dan kelembagaan

Kerangka pendanaan diupayakan berasal dari peningkatan upaya
dukungan dana publik (pemerintah), termasuk upaya peningkatan tanggung
jawab pemerintah daerah, peningkatan dana yang bersumber dari tarif atau
pajak khusus, dan peningkatan peran dukungan masyakat dan dunia usaha
melalui public private pratnership (PPP) dan corporate social responsibility
(CSR). Sedangkan pengelolaan efektifitasnya dilakukan dengan cara pembagian
peran dan tanggungjawab antar pemerintah pusat dan daerah, sinergitas
perencanaandi tingkat pusat dan daerah, serta penggunaan tepat sasaran untuk
dana alokasi khusus bidang kesehatan.

Dukungan terhadap regulasi kesehatan, berikut 6 kerangka regulasi dalam
bidang kesehatan dan gizi masyarakat yaitu (1)karantina kesehatan, wabah
penyakit menular, senjata biologis, farmasi, pembagian urusan dan kewenangan

antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota; (2)pelaksanaan dan
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pengelolaan JKN termasuk kepesertaan, pengeloaan, pembeyaran penyedia
layanan dan kesiapan pelayanan kesehataserta pemantauan dan evaluasinya;
(3)pengembangan sumber daya manusia kesehatan termasuk jenis, sertifikasi,
kompetensi, dan kualifikasi tenaga kesehatan serta pemenuhan tenaga
kesehatan di DTPK; (4)penyusunan dan sinkronisasi sebagai turunan dari
undangundangn yang mengatur pembangunan kesehatan; (5)penguatan
peraturan perundangan yang terait sistem kesehatan, rekam medis, dan
kerjasama puskesmas dengan unit trensfusi darah; (7)untuk mendorong
terlaksananyapublic private pratnership(PPP) dancorporate cial responsibility
(CSR) dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat.

Untuk mendukung kelembagaan, terdapat 4 kerangka kelembagaan bidang
kesehatan dan gizi masyarakat, yaitu (1) Sinkronisasi nomeklatur kelembagaan
pusat dan daerah dalam rangka pengkatan sinergitas kebijakan perencanaan,
penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di pusat dan daerah
dan pengarusutamaan pembangunan berwawasan kesehatan; (2) Penguatan
pemantauan, pengendalia, pengawasan, dan evaluasi termasuk melalui
pengembangan riset operasi dan sistem pengumpulan data untuk pemantauan
dan evaluasi pembangunan studi efektifitas dan pengembangan mekanisme
penguatan sistem informasi menyeluruh dan terpadu mulai dari fasilitas
pelayanan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat; (B Penguatan kelembagaan
balai pengawasan obat dan makanan, penigkatan sinergi kelembagaan dalam
penanganan program lintas sektor/lintas bidang untuk pembangunan kesehatan
termasuk pangan dan gizi dan penanggulangan HIV/AIDS; (4) Pelembagaan
penapisan tekndogi kesehatan fealth technology assessmefdTA) dan

pertimbangan klinik (clinical advisory).

e. Sinopsis/ Rangkuman

RPJMN bidang kesehatan merupakan penjabaran yang membuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesehatan
Pembangunan kesehatan pada periode -2019 adalah Program Indonesia Sehat
dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui
upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan
finansial dan pemataan pelayanana kesehatan. Enam sasaran pokok RPJMN bidang
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kesehatan 2013019 adalah eningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak,
meningkatnya pengendalian penyakitmeningkatnya akses dan mutu pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan terutama diDTPK meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehatamk kualitas
pengelolaan SJSN Kesehataerpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat,
dan vaksin meningkatnya responsivitas sistem kesehatanProgram Indonesia
Sehat ini akan dilaksanakan dengan tiga pilar utama yaitu Paradigma Sehat,

Penguatan Pelayanan Kesehatan, dan Jaminan Kesehatan Nasional.

f. Lembar Ker ja/ Penugasan

1. Coba identifikasi kebijakarkebijakan apa saja yang ada di daerah
saudara yang mendukung RPJMN bidg Kesehatan?

2. Terkait soal nomor 1, apakah kebijakan tersebut merupakan program
SKPD Kesehatan (Dinas Kesehatan) atau diluar dari SKPD Kesehatan?
Coba untuk didiskusikan.

Catatan: penugasan ini akan membantu saudara untuk mengerjakan penugasan
pada babberikutnya. Selamat mengerjakan.

g. Referensi

1. Suhandi, TS. (2014). Konseptual RPIJMN Bidang Kesehatan Tahun 2015
2019. Dalam presentasi: Rakerkesda Provinsi Jawa Tengah.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan JangiMenengah Nasional Tahun 2012019.

3. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 20Xdntang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 20152019.

5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional. (2014). Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 20152019: Buku Il Agenda Pmbangunan Bidang.

6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional. (2014). Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 20152019: Buku Il Agenda Pembangunan Wilayah.
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h. Kuis

1. Dari 12 saasaran pokok dan menjadi 6 sasararokok berikut yang
terdapat dalamRPJMN bidang kesehatan:

a. Meningkatnya perlindungan finansial

b. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan
kegiatan promotive dan preventif Visi, misi, tujuan, stategi,
kebijakan, program dari RPJPN

c. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan
sehat

d. Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya
pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan

e. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan univeal melalui
Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN
Kesehatan

2. Tiga diantara enam sasaran pokok RPJMN Bidang kesehatan 2015
2019 adalah:

a. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak,
Meningkatkan pengendalian penyakit, Meningkatnya aksetan
mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di
DTPK

b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak,
Meningkatkan pengendalian penyakit, Meningkatkan akses
pelayanan dengan membangun leibih banyak rumah sakit

c. Meningkatkan status kesehatandan gizi ibu dan anak,
Meningkatkan akses pelayanan dengan membangun leibih
banyak rumah sakit, Meningkatkan pengendalian penyakit
tidak menular

d. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat, dan vaksin,
Meningkatkan respon Masyarakat, dan Meningkatkan
pengendalian penyakit tidak menular

e. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat, dan vaksin,
Meningkatkan respon Masyarakat, Meningkatnya akses dan
mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di
DTPK
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3. Dibawabh ini arah kebijakan dan strategPembangunan, kecuali

a.

e.

Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak,
remaja dan lanjut usia yang berkualitas.

Mempercepat perbaikan gizi masyarakat,
Meningkatkan pengedalian penyakit dan pesehatan lingkungan

Meningkatkan akses pelayana kesehatanrujukan yang
berkualitas

Meningkatnya responsivitas sistem kesehatan.

4. Ukuran capaian yang diharapkan dalam rangka meningkatkan
daya tanggap (Responsiveness) dan perlindungan masyarakat
terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan adalah:

a.
b.

C.

Meningkatkan upaya perilaku hidup bersih dan sehat
Menurunkan presentasi BBLR
Menurunkan angka kematian bayi dan ibu

Menurunkan beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan
kesehatan

Meningkatkan upaya peningkatan promosi dan pemberdayaan
masyarakat bidang keshatan

5. Merupakan isi dari RPJMN Il Bidang Kesehatan 202919
adalah:

a.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas telah mulai mantap

Kesehatan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas telah menjangkau dan merata di selwh wilayah
Indonesia

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas lebih berkembang dan meningkat

Pengembangan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan
akses dan mutu pelayanan kesehatan

Terciptanya paradigma sehat, penguatan pelayanan keseitan,
dan jaminan kesehatan nasional.
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BAB IV
Sinkronisasi RPIMBPJMNsubBidang Kesehatan
dan Gizi Masyarakat

A. Pendahuluan

Bab IV ini akan lebih banyak menjelaskan mengenpedomary atau cara
penyusunan sinkronisasi RPJMD dengan RPJNBNb Bidang Kesehatardan Gizi
Masyarakat Sebelum menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut, perlu
diketahui bahwa modul sinkronisasi ini merupakan modul sinkronisasi untuk
tingkat Kabupaten. Modul ini juga diujukan untuk daerah yang baru akan
menyusun RPJMD dan bagi daerah yang sudah memiliki RPIJMD serta sudah
berjalan RPIJMDhya untuk melakukan penyesuaian atau sinkronisasi.

Sinkronisasi dalam modul ini dilakukan melalui beberapa tahap. Tahapan
tersebut disusun memperhatikan tata cara penyusunan RPJMD yang diatur
dalam Permendagri No. 54 tahun 2010. Tahapan dalam menyusun RPJMD
menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan
Gambaran umum kondisi daerah
Gambaran pengelolan keuangadaerah serta kerangka pendanaan
Analisis iswisu srategis,
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Strategi dan arah kebijakan

N o o M D

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah, Indikasi rencana

program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

o

Penetapan indikator knerja Daerah

9. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Sedangkan untuk tahapan sinkronisasidalam modul ini adalah
tahapanuntuk menyusun dokumen pendukung dalam menyusun RPJM@&n
terdiri dari delapantahap.Kedelapantahapan tersebut akan dijelaskan pada
poin C di bawah
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B. Pengertian dan Lingkup
Pengertian dan ruang lingkup sinkronisasi RPJMD dengan RPJNSNb

Bidang Kesehatan menurut anak Lampiran VIII Petunjuk Pelaksanaan Nomor 3

/Juklak/Sesmen/2014 Tanggal 26 Juni 20l4tentang Tata Cara Penyusunan
RPJMN2015-2019 adalah:

1.
2.

Konsistensi sasaran pokok RPJMD dengan sasaran pokok nasional.
Konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah dalam
mendukung pencapaian prioritas nasional.

Penyesuaian target dalam RPJMD dengan target prioritas nasional
terkait.

Penyesuaian pendanaan yang dialokasikan.

5. Khusus untuk Kegiatan Strategis Nasional, RPJMD harus

menyesuaikan arah kebijakan dan strategi, sasaran program dan
kegiatan yang mendukung kegiatan strategis nasional tersebut.

Mengacu pada referensi diatas, sinkronisasi yang akan dilakukan

dalam modul ini adalah upaya penyesuaian antara kemampuan daerah

dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Penyesuaian

berbentuk dukungan pencapaian sasaran , target, dan prioritas nasional yang

disesuaikan dengan kondisi daerah. Jadi, daerah tidak harus membuat

RPIJMD sama persis dengan RPJMN, namun daerah harus mampu

menerjemahkan RPJMN tersebut sesuai dengan kebutuhan dan situasi di

daerah masingmasing.

C. Tahapan Sinkronisasi

Kerangka Kerja yang dignakan dalam Penyusunan Sinkronisasi

RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesetmini tercermin pada Gambar 17
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Analisis Situasi dan

Masalah Kesehatan Tahapan
Sinkronisasi
[

Perumusan Visi
Misi Daerah

Perumusan Tujuan
dan Sasaran

Kebijakan dan
Strategl

Rencana Program ‘ } Perumusan
Kegilatan SKPD ‘ Kebijakan dan
!
|

Perumusan Arah

Program Lintas PD

| Kerangka Regulasi ‘

dan Pendanaan

Gambar 12. Tahapan Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Bidang Kesehatan

Keterangan mengenai gambar tahapan sinkronisasi di atasl@ah sebagai
berikut:

Tahap 1: Sinkronisasi Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan
Tahap 2: Sinkronisasi Isu Strategis

Tahap 3: Sinkronisasi  Misi/Sub  Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator
Pembangunan

Tahap 4: Sinkronisasi Target Sasaran
Tahap 5: Sinkronisasi Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Tahap 6: Sinkronisasi Program Daerah dengan Prioritas Nasional, Program
Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Indikator dan
Pembagian Urusan Pemerintahan

Tahap 7: Sinkronisasi Kerangka PendanaanProgram dan Kegiatan yang
Mendukung Prioritas Nasional

Tahap 8: Sinkronisasi Indikasi Lokasi Pelaksanaan Program.

Selanjutnya,kedelapantahapan sinkronisasi akan diuraikan satu persatu
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D. Panduan Sinkronisasi per-Tahap
1. Tahap 1: Analisis Situasi dan Masalah Kesehatan

a. Deskripsi

4AEAD AT Al EOEO OEOOAOE 1 AOOPAEAT OPAUA
mencatat segala kondisi yang ada di daerah. Dengan demikian, dapat
ditentukan masalah atau tantangan, serta kesempatan dan kemampuan
yang dimiliki daerah. Tahapan iniakan merujuk pada analisis situasi dan
masalah kesehatan yang tertuang dalam Sistem Kesehatan Nasional
(SKN) tahun 2009 dan merujuk pada indikatotindikator kesehatan yang
tertuang pada Renstra Kemenkes, RPJMN sub bidang Gizi dan Kesehatan
Masyarakat, SPM,serta analisis kondisi umum dalam Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010. Analisis kesehatan dibagi menjadi analisis
kesehatan berdasarkan subsistem kesehatan yang tertuang dalam SKN
(analisis internal bidang kesehatan) dan analisisdeterminan sosial
(eksternal bidang kesehatan).

a. Tujuan Pembelajaran
Diharapkan setelah menguasai sesi ini:

1. Peserta mampu melakukan analisis situasi dan masalah kesehatan

2. Peserta mampu menganalisis situasi menggunakan pendekatan
subsistem kesehatan nasional yang menyesuaikan targessional dan
target daerah

3. Peserta mampu menganalisis informasi yang ada untuk penetapan target
daerah untuk target nasional

4. Peserta mampu memahami pembelajaran dan kegiatan pada tahap 1 ini
dengan tahap berikutnya di bab IV.

b. Petunjuk Pembelajaran

1. Sesi ini memakan waktu 120 menit, masingmasing sub tahap
menghabiskan waktu menit. Setelah pengajaran sesi selesai, peserta
diwajibkan untuk mengerjakan penugasan dan menjawab kuis yang
diberikan

2. Peserta akan mengerjakan penugasan di lembar kerja yang telah
disediakan

3. Penugasan dan kuis dianalisis untuk mengetahu tingkat pemahamn
peserta terhadap bahan ajar yang diberikan

41



Peran tutor dalam pembelajaran sesi ini antara lain :

1. Tutor sebagai pemberi materi pengajaran setiap sesi

2. Tutor memberikan jawaban ataupenjelasan terhadap pertanyaan yang
diberikan dari peserta

3. Tutor memberikan kuis setiap sesi yang sudah dilaksanakan

4. Tutor wajib memberikan nilai terhadap kuis yang telah dilaksanakan

5. Tutor memberikan masukan untuk pengembangan modul

Kewajiban peserta dal am pembelajaran:

1) Peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalm pembelajaran ini.

2) Peserta wajib menyelesaikan penugasan dan kuis yang diberikan oleh
Tutor.

3) Peserta wajib memberikan feedback atau umpan balik untuk menilai
kemampuan diri dan kemampuanTutor dalam proses pembelajaran

c.Rencana Pembelajaran

Kegiatan : Pembelajaran Analisa Situasi dan Masalah
Waktu : 08.00-10.00 WIB
Tempat : Ruang Kelas/Webinar

d. Materi

Tahap analisis situasi merupakan upaya daerah untuk
mengidentifikasi kondisi pembangunan kesehatanyang ada di daerah.
Dengan demikian, dapat ditentukan masalah atau tantangan, serta
kesempatan dan kemampuan yang dimiliki daerahSelain visi dan misi
daerah, analisis situasi dan masalah kesehatan menjadi dasar dalam
merumuskan tujuan sasaran..

Tahapan ini akan mengajarkan bagaimana perencanasektor
kesehatan dan perencana di pemerintah daerah (Bappeda) mampu
melakukan analisis situasi kesehatan dan hddal yang memengaruhinya
hingga kemudian mampu untuk melakukan analisis fqotas masalah
kesehatan. Analisis situasi dan masalah kesehatardilaksanakan dengan
mengacu pada subsistemSistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 2009.
Selain itu jugamengacupada indikator-indikator kesehatan yang tertuang
pada RPJMN sub bidang Gizi dd&esehatan MasyarakatRenstra Kemenkes,

SPM, serta analisis kondisi umum dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
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Dengan nenggunakan pendekatanSKN ,diharapkan perencana di
tingkat daerah mampu membaca kondisi kesehatan daerah, menyesuaikan

target-target daerah dengan target nasional, dan menentukan prioritas

masalah lokal yang belum ada di target nasional. Analisis kesehatan dibagi

menjadi analisis kesehatan berdasarkan subsistem kesehatan yang tertuang
dalam SKN (analisis internal bidang kesehatan) dan alisis non kesehatan
(eksternal bidang kesehatan). Hal yang perlu disiapkan untuk melakukan
analisis situasi kesehatan adalah:

1. Profil kabupaten/kota (jumlah penduduk, rasio penduduk

berdasarkan jenis kelamin, dan lainnya)

2. Profil kesehatan kabupaten/kota

3. Profil puskesmas yang ada di kabupaten/kota

4. Dokumendokumen lainnya yangdiperlukan.

Dokumendokumen tersebut digunakan sebagai bahan gisan tabel yang
disediakan di tahapan ini untuk mengarahkan kitadalam mencatat situasi
kesehatanSelain itu, tabetersebut juganengarahkan kita untuk mencatat situasi
non-kesehatan mengetahui standar nasional, damenentukan besarantarget

daerah terhadap indikator yang ditentukan

a. Analisis Kesehatan berdasarkan Subsistem dalam SKN (Analisis
Internal)

Terdapat 7 sutsistem SKN yang menjadi pertimbangaranalisis situasi
kesehatan.Sesuai dengan UU Pemerintah Daerah, terdapanpat subsistem
SKN yang menjadurusan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah
yakni (1) upaya kesehatan(2) sumber daya manusia kesehatgr(3) sediaan
farmasi, alat kesehatan, makanan dan minumardan (4) pemberdayaan
masyarakat bidang kesehatan masyarakatKeempat subsistem tersebut
menjadi dasar analisis internal kesehatandengan ditambah subsistem
pembiayaan kesehatan dan manajemekesehatan. Gambar 5 menunjukkan

alur analisis kesehatan berdasarkan SKN.
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Manajemen
Kesehatan
Derajat
Kesehatan
Upaya = Perbaikan status
- Kesehatan kesehatan
Farmasi, Alkes dan

= Peningkatan status
Pemberdayaan » pizi masyarakat
Mﬂs‘vﬂmkﬂt =Perlindungan
finansial

makanan

Litbang

= Responsiveness
cistem kesehatan

Pembiayaan

Kesehatan

-

Transisi Demografi, Asean Ec. Comm, Perubahan Iklim, Post-2015 Agenda, Middle Income Trap

Sumber: Lampiran Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012

Gambar 13. Analisis kesehatan menggunakan subsistem SKN

1) Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya
manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitas,
serta distribusi yang merata. BerdasarkanUU 36 tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatapenaga kesehatan dikelompokkan ke dalam tenaga
medis, tenaga psikologis kesehatan, tenaga keperawatan, tenaga
kebidanan, tenaga kefarmasiafenaga kesehatan masyarakattenaga
kesehatan lingkungan tenaga gizj tenaga keterapian fisik tenaga
keteknisian medis , tenaga teknik biomedik , tenaga kesehadn
tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya. Tabel 3 darbértujuan untuk
menyusun analisis situasi SDM Kesehatan berdasarkan rasio dan

standar jumlah tenaga kesehatan per fasilitas kesehatan.

Tabel 2. Analisis Kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan R asio

Jenis Standar yang Target Kondisi di daerah
Tenaga berlaku Nasional tahun
er 100.000 2019
(Benduduk) (per 100.000 2013 | 2014 | 2015
penduduk )
Dokter 19 45
Dokter 9 11
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spesialis

Dokter gigi 11 13
Perawat 158 180
Bidan 75 120
Sanitarian 18 18
Gizi 10 14
Kesehatan

Masyarakat . o
Apoteker 9 12

Keterangan:

Target nasional tahun 2019 berdsarkan Kepmenko Bidang Kesra Nomd&4
Tahun 2013 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneiamor 33
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan kebutuhan Sumber Daya
Manusia Kesehatan.

Tabel 3. Analisis Kebutuhan SDM berdasarkan Ketersediaan Fasilitas

Kesehatan
Standar per fasilitas Sasaran Kondisi daerah
kesehatan RPJMN 2013 | 2014 | 2015
Puskesmas yang memenuh Minimal 1 per
standar ketenagaan kecamatan
Puskesmas yang memiliki Minimal 1
minimal 5 jenis tenaga| kecamatan
kesehatan dasarl (sasaran
(disebutkan jenis | RPIJMN)
tenaganya)
RS tipe C dengan 7 doktel Minimal 1 per
spesialis dasar kabupaten
(sasaran
RPJMN
minimal
60 %)
Jumlah SDM Kesehatan yan 56.910
ditingkatkan (RPIMN)
kompetensinya

2) Farmasi dan Al at Kesehatan
Analisis farmasi dan alat kesehatan meliputi berbagai kegiatan
untuk menjamin aspek keamanan, khasiat dan mutu sediaan farmasi,
alat kesehatan yang beredar, ketersediaan, pemerataan, dan
keterjangkauan obat di daerah. Tiga hal di bawah ini dapat menjadi

pertanyaan mengenai situasi farmasi dan alat kesehatan di daerah.
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a. Bagaimana letersediaan obatdan vaksin pelayanan kefarmasian dan

penggunaan obat rasionatli tingkat puskesma®

Tabel 4. Analisis Farmasi di Tingkat Puskesmas

No Indikator Jumlah Puskesma
2013|2014 ( 2015
1. | Jumlah puskesmas dengan ketersediaabat dan
vaksin esensial yang cukup
2. | Jumlah puskesmas dengan pelayanan kefarmasig
sesuai standar
3. | Penggunaan obat rasional di puskesmas
b. Bagaimarasistem distribusi obat dari kab/kota ke Puskesma®
c. Bagaimana sstem informasi logistik obat?
3) Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat (perorangan, keluarga, dan

masyarakat) termasuk di dalamnyapelibatan partisipasi pihak swasta

diperlukan untuk mengoptimalkan upaya kesehatan.Pertanyaan

dibawah ini ini digunakan untuk menganalisis situasi pemberdayaan

masyarakat bidang kesehatan di daerah:

a.

~ ® o o

Bagaimana kondisi UKBM (optimalisasi dana desa,

upaya

penjangkauan dan peran serta masyarakat, pendekatan keluarga

sehat,keberadaan desa siaga?

Berapa jumlah rumah tangga yang telah melaksanakan peiu

hidup bersih dan sehat di setiap kecamatan atau wilayah

puskesmas?

Berapa pmlah UKBM aktif posyandu,poskesdespolindes)?

Berapa pmlah kader aktif (Jumantik dan bagaimana kinerjanya?

Bagaimanagambaran kegiatanCSR perusahaan untuk kesehatan?

Bagamana kemitraan pemerintah dan organisasi masyarakat

maupun swastadalam berbagai program kesehatan?
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4) Pembiayaan Kesehatan

Analisis pembiayaan kesehatan ditujukan untuk

mengidentifikasi ketersediaan pembiayaan kesehatan(jumlah dan

pemanfaatannya) serta amber pembiayaan.(pemerintah, pemerintah

daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan dana masyarakat).

Pertanyaan di bawah ini dapat digunakan untuk penentuan situasi

pembiayaan kesehatan di daerah:

a.
b.

Bagaimana poporsi anggaran kesehatan dalam APBD (PADAU)?
Bagaimana gmanfaatan DAK pada periode sebelumnyg@lokasi,
realisasi keuangan dan realisasi fisik)
BagaimanapemanfaatanDBH cukai rokok, otsus, dana desa (sesuai

spesifik daerah)?

. Bagaimana gambaran alokasi anggaran dari BPJS baik untuk FKTP

(kapitasi) maupun FKTklaim INACBGS)

Bagaimana éokasi Jamkesda (sesuai spesifik daerah)

5) Manajemen Kesehatan, Informasi, dan Regulasi Kesehatan

Analisis manajemen kesehatandilakukan untuk memetakan

regulasi dan kegiatan manajemen lainnya yang mendukg

pelaksanaan program teknis pembangunan kesehatardi daerah.

Pertanyaan berikut diarahkan untuk penentuan situasi manajemen

kesehatan:

a. Bagaimana londisi sistem informasi kesehatan di daerah

b.

C.

(cakupan SIK, SIMPUS, SIKDACRre)?

Apakah ada regulasi yangdiperlukan untuk melaksanakan
kebijakan?

Apakah ada regulasi yang dianggap menghambat pembangunan
kesehatan dan saling bertentangan sehingga perlu revisi/hapus?
Bagaimana mekanisme dan efektivitas monitoring dan evaluasi

program kesehatan dalam mendukungerencanaan?
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6) Upaya Kesehatan
Upaya kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah (termasuk

TNI dan POLRI), pemerintah daerah, masyarakat atau swasta melalui
upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan
pemulihan kesehatan.Analisis upaya kesehatan daerah dilakukan
untuk memetakan akses masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja
berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Tabel dan pertanyadn
bawah ini dapat digunakan untuk melakukan analisis upaya
kesehatan

Tabel 5. Analisis Upaya Kesehatan berdasarkan Fasilitas Kesehatan di
Daerah

Indikator Kondisi Nasional Kondisi Daerah
2013 2014 2015

Akses rumah tangga 34,4% (riskesdas
yang dapat 2013)
menjangkau fasilitas
DAl AUAT AT B
30 menit

Akses rumah tangga 94,1 % (Riskesdas
UAT ¢ AAOAA A 2007)

dari fasilitas kesehatan
Jumlah (Puskesmas) | Ratarata nasional
1 puskesmas untuk
25.730 penduduk
(Pusdatin 2013)
Pemanfaatan fasilitas | 36,2 % (Riskesdas
pelayanan kesehatan | 2013)

oleh penduduk
Kunjungan baru ke 41,8% (2007)
fasilitas pelayanan
kesehatan

Jumlah penduduk yang| 45% (2007)
mencari pengobatan
sendiri

Pertolongan persalinan| 66,6% (riskesdas
oleh tenaga kesehatan | 2013)

(Bidan)
Persalinan di fasilitas | 55,4 % (Riskesdas
pelayanan kesehatan | 2010)

a. Bagaimanakondisi epidemiologi penyakit menular (HIV-AIDS, B,
Malaria, neglected diseasgframbusia, filariasis, kusta), cakupan

imunisasi?
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Tabel 6. Analisis Situasi Kesehatan berdasarkan Kondisi Epidemiologi Penyakit

Menular
Indikator Target Kondisi daerah
Nasional 2013 | 2014 | 2015
Tahun 2019
Prevalensi tuberculosis 245
per 100.000 penduduk
(persen)
Prevalensi HIV (persen) <0,5
Prevalensitekanan darah 23,4
tinggi (persen)
Prevalensi obesitas pada 15,4
penduduk usia 18+
tahun (persen)
Prevalensi merokok pada 5,4
DAT AOAGE OOHF
Persentase penurunan 40
kasus penyakit yang
dapat dicegah dengan
imunisasi (PD3I)
tertentu dari tahun 2013

a. Bagaimanakondisi penyakit tidak menular(jantung, diabetes, stroke,
kecelakaan)?

b. Bagaimanasituasi gizi masyaraka®

Tabel 7. Analisis Situasi berdasarkan Status Gizi Masyarakat

Indikator Target nasional Kondisi daerah
pada tahun 2019 2013 2014 2015
Prevalensi anemia pada ibu 28
hami (persen)
Persentase bayi dengar 8
berat lahir rendah
Persentase bayi usia kurang 50
dari 6 bulan yang mendapat
ASI Ekslusif
Prevalensi kekurangan gizi 17
(underweight) pada anal
balita
Prevalensi wasting atau 9,5
kurus ank balita
Prevalensi stunting atau 28
pendek dan sangat pendek
pada anak di bawah dua
tahun
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a. Bagaimanasituasi KIA dan KBdi daerah?

Tabel 8. Analisis Upaya Kesehatan berdasarkan Situasi KIA

Indikator Target nasional Kondisi daerah
pada tahun (jJumlah kematian
2019 absolut)
2013 | 2014 [ 2015

Angka kematian ibu 306
per 100.000
kelahiran hidup
Angka kelahran bayi 24
per 1.000 kelahiran
hidup

b. Bagaimana kondisi fisik dan ketersediaan fasilitas kesehatan (RS, puskesmas)

terakreditasi?

Tabel 9. Analisis Upaya Kesehatan berdasarkan Ketersediaan Fasilitas

terakreditasi

yang memiliki minimal
satu puskesmas yang

Indikator Target Nasional Tahun Kondisi daerah
2019 2013 2014 2015
Jumlah kecamatar] Ada di setiap kecamatan

Rumah sakit
terakreditasi nasional

daerah

Satu per kabupaten

Tabel 10. Analisis Situasi berdasarkan SPM Kesehatang baru

Indikator

Standar Nasional

KondisiDaerah

2013

2014

2015

Pelayanan ANC

Persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan

55,4 % (Riskesdas 2010)

Pelayanan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan balit

Skrining anak SD dan SLT|

Skrining orang usia k559
tahun

Skrining orang usia 60
tahun +
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Indikator

Standar Nasional

KondisiDaerah

2013

2014

2015

Pelayanan untuk orang
hipertensi

Pelayanan untuk orang
dengan DM

Pelayanan untuk orang
dengan gangguan jiwa

Pelayanan untuk orang
dengan TBC

Pemeriksaan oranierisiko
HIV

Tabel 11. Analisis Situasi Berdasarkan RKP 2017

Indikator

Standar
Nasional

Kondisi daerah

Target
daerah

(2015)

2013

2014

2015

2019

Kunjungan  Antenatal

(persen)

(K?

72,0

Kunjungan Neonatal Pertani

(KN1)persen)

75,0

Angka kelahiran total (Total
Fertility Rate/TFR) (per
perempuan usia reproduktif 15
49

tahun)

2,37

Angka prevalensi pemakaig
kontrasepsi (Contraceptiv
Prevalence Rate/CPR) (perser

65,2

Penduduk yang menjadi peser
BPJ¥esehatan (persen)

60,0

Jumlah puskesmas yar
minimal memiliki 5 jenis tenag

kesehatan (unit)

1200,0

b. Analisis Determinan Sosial

Banyak aspek non kesehatan yang berpengaruh pada pembangunan kesehatan di
daerah. Oleh karena itu, perencana kesehatan dan perencana di Bappeda harus
mampumengidentifikasi kemungkinan aspek lain di luar sektor kesehatan yang
berdampak pada kesehatan.
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Contohnya, daerah dapat memperhatikan kebijakanyang ada di PEMDA, antar
Kabupaten Kota, dan antar PDBerikut contoh jika daerah melakukan analisis non
kesehatan untuk program upaya peningkatan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
maka daerdn diharapkan dapat memperhatikan kebijakartkebijakan di BKKBN/ SKPD KB,
Kemendagri, BPS, Kemensos, Kemendikbud, Kemag, BPOM, Kemenpora, dan BPJS.

Beberapa hal berikut dapat digunakan untuk menentukan analisis situasi non
kesehatan antara lain keadaan geografis, demografi, potensi pengembangan wilayah,
kondisi rawan bencana, perubahan iklim, serta perkembangan globahasional, antar
provinsi, dan lokal yang dinamislokal spesifik, budaya di daerah, etnografi, dan kebijakan
SDGs. Di bidang lingkungan, mekanisme mitigasi serta adaptasi dan pengenalan risiko akan
perubahan lingkungan dan iklim menuntut kegiatan kerja saa antara pihak lingkungan
dan sektor kesehatan.

Secara geografis, sebagaian besar wilayah Indonesia rawan bencana, situasi politik
yang berkembang juga rentan menimbulkan konflik sosial yang pada akhirnya
memunculkan berbagai masalah kesehatan, termasuk dalamnya pembangunan daerah
yang tidak berawawasan kesehatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 201@spek geografis yang perlu dikaji
adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik lokasi dan wilayah mencakup:
1. Luas dan batas wilayah administrasi
2. Letak dan kondisi geografis kondisi kawasan, pedalaman, terpencil, pesgisi
pegunungan, dan kepulauan
Topografi seperti kemiringan lahan dan ketinggian lahan
Geologi seperti struktur dan karakteristk
Hidrologi seperti daerah aliran sungai, sungai, danau, rawa, daebit

Klimatologi seperti tipe, curah hujan, suhu, kelembaban

N o g bk~ w

Penggunaan lahan seperti kawasan budidaya dan kawasan lindung
b. Potensi pengembangan wilayah
Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang
memiliki potensi dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan,

pertanian, pariwisata, industri, pertambangan, dan lainnya. Hal ini perlu
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diidentifikasi untuk dilakukan analisis dampaknya terhadap kesehatan masyarakat
jika bidang-bidang tersebut akan berdiri atau sudah erdiri.
c. Wilayah rawan bencana

Melakuan identifikasi terhadap wilayah yang berpotensi rawan bencana alam,
seperti banijir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran, gempa tektonik dan vulkanik dan
lain-lain  bertujuan sebagai upaya kesiapsiagaan sektor kesehatanaldm
menghadapi bencana atau krisis kesehatan. Paradigm penanggulangan bencana saat
ini dititikberatkan pada upaya pengurangan risiko bencana.

Situasi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan perubahan iklim di
Indonesia berpengaruh pada tingginyafrekuensi kejadiaan bencana. Kejadian
bencana kerap diikuti dengan kejadian krisis kesehatan seperti kesakitan, kematian,
cedera, dan pengungsian. Berdasarkan hal ini, sektor kesehatan harus mampu
melakukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat seall kejadian bencana,
salah satunya dengan melakukan analisis bencana dan krisis kesehatan di daerah.

Saat ini, upaya penanggulangan bencana di daerah dikoordinatori oleh Badan
penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tetapi tetap dibutuhkan upaya advokasi
dan koordinasi oleh sektor kesehatan mengenai dampadlampak bencana terhadap
kesehatan masyarakat.

Data mengenai kondisi bencana dan krisis kesehatan bisa didapatkan dari
profil BPBD, laporan kasus wabah dan krisis kesehatan oleh Dinas Kesehatan, serta
laporan kasus bencana oleh BPBD. Secara nasional data mengenai risiko bencana
dapat diakses pada buku Indeks Rawan Bencana Indonesia oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pertanyaan berikut dapat digunakan untuk melakukan analisis bencana dan
krisis kesehatan daerah:

a. ldentifikasilah bencana apa saja yang kerap terjadi di daerah Anda?
b. Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di daerah?
Analisis demografi memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk
serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian,
migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara

keseluruhan atas kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan,
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kewarganegaraan, agma, dan etnis tertentu. Tabel 13li bawah ini mencoba merangkum

analisis situasi non kesehatan:

Determinan Kondisi Pengaruh ke Kesehatan Keterangan
Masyarakat

Geografis

Luas wilayah

Batas wilayah
administrasi

Topografi

Geologi

Hidrologi

sdt

Demografi

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk
laki-laki

Jumlah penduduk
perempuan

Pendidikan

Agama

Etnis

dst

Potensi pengembangan wilayah

Industri
pariwisata

Wilayah
pertambangan

dst

Kondisi rawan bencana dan krisis kesehatan

Indeks risiko
bencana daerah
Anda

Identifikasi jenis
bencana

dst

Kebijakan global

SDGs

Masyarakat
Ekonomi Asean

dst
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Determinan Kondisi Pengaruh ke Kesehatan Keterangan
Masyarakat

Kebijakan
nasional

Jaminan
kesehatan

dst

Kebijakan antarkabupaten

Peraturan daerah
perbatasan

dst

Peraturan daerah yang berdampak pada kesehatan masyarakat

Kebijakan perda
rokok

Kebijakan
pemberantasan
wilayah prostitusi

dst

Budaya, adat istiadat yang berdampak pada kesehatan masyarakat

Pantangan ibu
hamil makan
buah-buahan

Pantangan lainnya

dst

e. Sinopsis/ Rangkuman

4AEAD AT Al EOEO OEOOAOE |1 AOOPAEAT OPAUA AAAOA
kondisi yang ada di daerah dan dapat menentukan masalah atau tantangan, serta
kesempatan dan kemampuan daerah. Analisis terdiri dari analisis kesehatan yang

tertuang dalam SKN (analisis internal bidang kesehatan) dan analisgeterminan soaial

(eksternal bidang kesehatan)

f. Lembar Kerja/ Penugasan

1. Kelompok menyusun Analisis Situasi Internal daerah dengan menggunakan 11
langkah yang telah dijelaskan.

2. Kelompok menyusun Analiss Eksternal Kesehatan dengan pendekatan system
kesehatan mengacu kapada 7 langkah yang telah diuraikan.
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3. Kelompok menyusun Analisis Prioritas Masalah Kesehatan dengan menerapkan
Kerangka Kerja Logis.

g. Referensi
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h. Kuis
1. Dukungan sistem manajemen sangat dibutuhkan, dalam melakukan analisis

situasi internal berikut ini mana yang termasuk tiga dari enam dukungan sistem
manajemen tersebut;

a. SDM, Finansial, Komunikasi
b. SDM, Sistem Rujukan, SosiDemografi
c. Komunikasi, Sistem Ifiormasi, Geografi

d. Transport, Pengobatan Tradisional, Sistem Rujukan
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e. Jawaban A dan B benar

2. Berikut ini manakah yang termasuk analisis penyebab masalah berdasarkan
sistem kesehatan?
1) Tata Kelola
2) Monev
3) SDM
4) Perenanaan
5) Obat, vaksin, alkes
6) Pembiayaan
7) Informasi
8) Pelaksanaan
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9) Pelayanan Kesehatan
a. 1,3,56,7,9
1,2,3,4,8,9,6
3,5,7,9,6,2,1

4,8,9

3,4,8,2

®oo00o

3. Melakukan analisis terhadap kondisi posyandu, poskesdes, polindes,
dan rumah tinggal yang melaksanakan PHBS adalah salah satu upaya
bidang?

a. Sumber daya manusia kesehatan
b. Farmasi dan alat kesehatan

c. Pemberdayaan masyarakat

d. Pembiayaan kesehatan

e. Upaya Kesehatan

4. Menghitung dan memperkirakan kebutuhan logistik akibat bencana
yang menimbulkan krisis kesehatan merupakan upaya analysis:
a. Determinan Scial
b. Internal

5. Hasil analisis situasi internal dan analisis determinan sosial dijadikan
dasar untuk menentukan?
a. Visi dan misi
b. Arah dan tujuan
c. Sasaran
d. Masalah dan tantangan, kesempatan dan kemampuan
e. Kerjasama lintas program

Kunci Jawaban
1. A

o ® O >

2
3
4,
5
2. Tahap 2: Sinkronisasi Isu -Isu Strategis
a. Deskripsi
Pada sesi ini peserta akan mempelajari mengenai cara sinkronisasi4isu

iIsu strategis. Peserta akan dipaparkan mengenai 10 issu strategis
yang ada di dalam RPJMN. Dalam menyinkronkan igu srategis

58



peserta haris memahami pula dinamika yang terjadi di level provinsi
dan dinamika yang ada di level nasional.

b. Tujuan Pembelajaran

Pada akhir sesi peserta diharapkan untullapat :

1. Memahami 10 isuisu strategis yang ada dalam RPJMN

2. Mensinkronkan isw-isu strategis RPJNd Kabupaten/Kota dengan
RPJMN dan RPJMD Provinsi

c. Petunjuk Pembelajaran

1.
2.

Sesi ini memakan waktu60 menit

Setelah pengajaran sesi selesai, peserta diwajibkan untuk
mengerjakan penugasan dan menjawab kuis yang diberikan
Peserta akan mengerjakan penugasani dembar kerja yang
telah disediakan

Penugasan dan kuis dianalisis untuk mengetahu tingkat
pemahamn peserta terhadap bahan ajar yang diberikan

Peran tutor dalam pembelajaran sesi ini antara lain :

1.
2.

5.

Tutor sebagai pemberi materi pengajaran setiap sesi

Tutor memberikan jawaban atau penjelasan terhadap
pertanyaan yang diberikan dari peserta

Tutor memberikan kuis setiap sesi yang sudah dilaksanakan
Tutor wajib memberikan nilai terhadap kuis yang telah
dilaksanakan

Tutor memberikan masukan untuk pengembangan modu

Kewajiban peserta dalam pembelajaran:

1.

Peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalm
pembelajaran ini.

Peserta wajib menyelesaikan penugasan dan kuis yagn
diberikan oleh Tutor.

Peserta wajib memberikanfeedbackatau umpan balik untuk
menilai kemampuan diri dan kemampuan Tutor dalam proses
pemebelajaran

d. Rencana Pembelajaran

Kegiatan :Pembelajaran Sinkronisasi Isulsu Strategis

Waktu

Tempat

: 08.00-09.00 WIB

: Ruang Kelas/Webinar
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e. Materi

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harudiperhatikan dalam
perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka panjang, dan menentukan  tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan dataAgar
sinkron dan selaras, penetapan Isu Strategis dalam RPJMD
Kabupaten/Kota harus memperhatikan dinamika yang terjadi secara
nasional (RPJMN) dan di level provinsi (RPJMD Provinsi). Dalam hal ini,
Kabupaten/Kota dapat menambahkan berbagai Isu Strategisagg
bersifat khas dan hanya ada di daerah bersangkutan.

Tabel 14 di merupakan tabel sinkronisasi istisu strategis
daerah berdasarkan RPJMD.

Tabel 13. Sinkronisasi Isu -Isu Strategis

Isu Strategis

RPJMN Sub Bidang Kesehatan RJMDProvinsi| RPJMD Kabupaten/Kot
1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak,
Remaja dan Lansia
PercepatarPerbaikar8atus Gizi
Masyarakat
3. Pengendalian Penyakit dan Penyeha
dingkungan

N'H

4. Peningkatan Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar dan Rujukan yang
Berkualitas

5. 'Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, A
Kesehatan, dan Pengawasan Obat d
Makanan

6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia
Kesehatan

7. tI5eningkatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

8. Peningkatan Manajemen, Penelitian
dan Pengembangan, dan Sistem
Informasi

9. Pengembangan dan Peningkatan
Efektifitas Pembiayaan Kesehatan

10. Pengembangan Jaminan Kesehatan
Nasional

T

d
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tegis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikardalam
perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang
Isu-isu strategis yang ada dRPJMN ada 10 yaitu:

Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia

Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

yang Berkualitas

5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan
Pengawasan Obat dan Makanan

6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat

8. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, dan
Sistem hformasi

9. Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan
Kesehatan

10. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional

o PR

. Lembar Kerja

Lakukanlah sinkronisasi isuisu strategis dengan menggunakan
tabel 14.

. Referensi

1. Kementerian PPN/Bappenas (2016). RPIJMNO025-2019 Sub
Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat

2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). Penyusunan
Surat Edaran Tiga Menteri; Pedoman Penyelarasan RPJMD
dengan RPJMN 2012019

Kuis
1. Berikut ini yang benar mengenai isuisu strategis adalah

a. Permasalahan zpermasalahan yang sifatnya mendesak
untuk segera di atasi
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b. Bahan acuan untuk menjadi tujuan penyelenggaraan daerah
di masa yang akan datang

c. Permasalahan yang dapat diatasi hanya satu sektor saja

d. Bukan permasalahan yang urgent untuk diatasi

e. Adan B benar

2. Berikut ini yang termasuk isuisu strategis dalam RPJMN 2015

2019 adalah

a. Pelayanan ANC terpadu

b. Pengembangan dan peningkatan efektifitas sistem
pembiayaan kesehatan

c. Pelayana®uskesmas 24 Jam
d. Penurunan kualitas pelayanan kesehatan
e. Meningkatnya jumlah dokter yang meresepkan obat rasional

kepada pasien
3. Sinkronisasi isuisu strategis memperhatikan
a. Dinamikadi level nasional dan provinsi
b. Tidak harus memperhtikan nasional dan provinsi
c. Faktor sosial dan budaya
d. Waktu
e. Bukan salah satu di atas
4. Sinkronisasi iswisu strategis bisa bersifat fleksibel, artinya
a. Dalam menyinkronkannya harus sama persis dengan RPJMN
b. Dalam menyinkronnya harus sama persis dengan RPIJMD
provinsi saja
c. Dalam menyinkronkannya daerah bisa menambahkan issu
strategis yang adali kabupaten/kota mereka
d. Tidak mengacu RPJMN dan RPJMD Provinsi
e. Bukan salah satu di atas
Kunci Jawaban:

PObdPE
O>m@m

3. Tahap 3: Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan
Indikator Pembangunan

a. Deskripsi

Sesi ini menjelaskan mengenatara mensinkronkan misi/sub-
misi,tujuan, sasaran dan indikator pembangunan yang ada di RPJMN
dengan RPJMD Provinsi dan RRD Kabupaten/Kota. Sebelum
melakukan sinkronisasi peserta juga akan dipaparkan mengenai cara
penjabaran visi misi Kepala Daerah kedalam visi misi RPJMD,
penjabaran misi menjadi tujuan, dan sinkronisasdan penerjemahan
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sasaran pokok dan indikator RPJMN ke dalam RPJMD Provinsi dan
RPJMD Kabupaten/Kota untuk memahami alur dalam melakukan
sinkronisasi  misi/sub-misi, tujuan, sasaran dan indikator

pembangunan

a. Tujuan Pembelajaran
Diharapkan pada akhir sesi ini :

1. Peserta mampumelakukan sinkronisasiMisi/Sub-Misi, Tujuan,
Sasaran dan Indikator Pembangunan

2. Peserta dapat memahami cara penjabaran visi dan misi
RPJMN , visi misi kepala daerah ke dalam RPJMD

3. Peserta mampu memahami sinkronisasi danpenerjemahan
sasaran pokok dan indikator RPJMN ke dalam RPONProvinsi
dan RPJMD Kabupaten/Kota

b. Petunjuk Pembelajaran
5. Sesi ini memakan waktu 100 menit

6. Setdah pengajaran sesi selesai, peserta diwajibkan untuk
mengerjakan penugasan dan menjawab kuis yang diberikan

7. Peserta akan mengerjakan penugasan di lembar karjyang
telah disediakan

8. Penugasan dan kuis dianalisis untuk mengetahu tingkat
pemahamn peserta terhadap bahan ajar yang diberikan

Peran tutor dalam pembelajaran sesi ini antara lain :
1. Tutor sebagai pemberi materi pengajaran setiap sesi

2. Tutor memberikan jawaban atau penjelasan terhadap
pertanyaan yang diberikan dari peserta

3. Tutor memberikan kuis setiap sesi yang sudah dilaksanakan

4. Tutor wajib memberikan nilai terhadap kuis yang telah
dilaksanakan

5. Tutor memberikan masukan untuk pengembangan modul
Kewajiban peserta dalam pembelajaran:

1. Peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalm
pembelajaran ini.
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2. Peserta wajib menyelesaikan penugasan dan kuis yagn
diberikan oleh Tutor.

3. Peserta wajib memberikanfeedbackatau umpan balik untuk
menilai kemampuan diri dankemampuan Tutor dalam proses
pemebelajaran

c. Rencana Pembelajaran

Kegiatan : PembelajaranSinkronisasi Misi/Sub-Misi, Tujuan, Sasaran
dan Indikator Pembangunan

Waktu  :08.00-09.40 WIB

Tempat : Ruang Kelas/Webinar

d. Materi
I. Visi dan Misi

Visi dan misi daerah yang dimaksud dalam modul ini adalah
penjabaran visi dan misi dari kepala daerah yang dituangkan
dalam RPJMD Bidang Kesehatan. Visi dan misi daerah tersebut
terkadang ada yang belum mengandung wunsur bidang
kesehatannya, sehingga visi dan misi kepatiaerah tersebut harus
diterjemahkan ke dalam dokumen rencana pembangunan
kesehatan di daerah. Visi dan misi harus disesuaikan pada visi misi
kepala daerah dan prioritas nasional. Visi suatu daerah yang
memuat unsur bidang kesehatan adalah gambaran keadadaerah
bidang kesehatan di masa mendatang
Penjabaran visi misi kepala daerah dapat berarti penerjemahan
unsur dari visi misinya. Contoh: katakata yang banyak digunakan
AAl ATl OEOE 1 EOE EAPAI A AAAOAE
AAOEAAAEI AlatberdtiAEOO N 1| AE

1 Mandiri: UKBM, promkes, promotif dan preventif

1 SDM berkembang: status kesehatan dan gizi masyarakat

1 Berkeadilan: Pelayanan kesehatan yang merata, &litas

pelayanan kesehatan, dll
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1 Maju : SDM berkualitas.

Visi dan Misi RPJMD Bidang Kesehatan dinuskan dari Visi dan
Misi RPJMD yang sinkron dengan Visi dan Misi RPIJMN. Perumusan
Visi dan Misi RPIJMD Bidang Kesehatan tersebut secara skematis

dapat digambarkan sebagai berikut:

VisI Visi RPJMD: ,"'/®\
RPJMN ‘ A, @1, (ol |  BIDANG )
Misli =
RPJMN

Sumber : Lampiran UU No.23 Tahun 2014

Gambar 14. Perumusan Visi dan Misi

Contoh Visi RPIJMD Kesehatan

~N A o~ oA N s z A £ A 9~ oz

04 A0OxOEOAT U OOAOO0O0 EAOAEAOAI
tingginya setara dengan standar internasional melalui lingkungan
dan budaya hidup sehat serta pelayanan kesehatan ydeymutu,
i AOAOA AAT mNBAIBAEMAD 8t AEOT o116
Kriteria suatu rumusan misi:
1. Menunjukkan dengan jelas upayaipaya yang akan dilakukan oleh
pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi kesehatan daerah.
2. Disusun dengan memperhatikan faktoifaktor lingkungan strategis
eksternal dan internal daerah
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan
mudah diingat.
Penjabaranmisi daerah bidang kesehatan harus memerhatikan 3 hal
yaitu (1) kewenangan pembagian urusan yang diatur dam Lampiran UU No.

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (2) pernyataan misi dalam
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RPJMN; dan (3) menampung aspirasi kebutuhan lokal/daerah. Secara

skematis, hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

LAMPIRAN
UU NO.
23/2014
+
MiSI RPJIMN
+
KEBUTUHAN
LOKAL

VISsI RPJIMD

Misi
RPJMD
BIDANG
KESEHATA
N

Sumber : Lampiran UU No.23 Tahun 2014

Gambar 15. Perumusan Misi RPJMD Bidang Kesehatan berdasarkan Misi
RPJMN dan RPJMD; Lampiran UU No.24 2014; dan Kebutuhan

Dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014, terdapat 4 urusan
pemerintahan konkuren bidang kesehatan yaitu (1) Upay Kesehatan;
(2) Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan; (3) Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan MakanaMinuman; dan (4) Pemberdayaan Masyarakat
Bidang Kesehatan. Dalam RPJMN, terdapat 7 Misi Pembangunan. Misi
yang terkait dengan kesehatan adalah misikemD AO UAEOO O- Ax OE O/
EOAI EOAO EEAODP | AT OOEA 11TATTAOEA UATC
Dalam NAWA CITA, agenda prioritas yang sesuai dengan kesehatan
adalah mirip dengan misi kkAil BPAO OAOOAADOO UAEOO O- .
EOAI EOAO EEAOD | AT OOEA )T AT 1T AOEA8S

Berdasarkan acuan tersebut, dapat diberikanantoh Misi Daerah
Bidang Kesehatarsebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesiali bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan upaya kesehatan yang terjangkau, bermutu,

merata, dan berkesinambungan deran melibatkan para pemangku

kepentingan;
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3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kesehatan daerah secara

optimal untuk mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan;

4. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk hidup sehat

5. Lain-lain sesuai kebutuhan daerah.

Contoh penerjemahan visi misi kepala daerah ke dalam RPJMD Bidang

Kesehatan dakukan dengan mengisi tabel 15 dan 16i bawah ini:

Tabel 145. Penerjemahan Visi Kepala Daerah dalam RPJMD Bidang Kesehatan

Visi RPIJIMN Visi Kepala Daerah dan Visi RPJMD Bidang
RPJMD Kesehatan
Terwujudnya Indonesia | Terwujudnya Masyarakat | Terwujudnya

yang BerdaulatMandiri

dan Berkepribadian
BerlandaskanGotong
royong

Situbondo yang Madani,
Mandiri serta lebih
beriman, sejahtera dan
berkeadilan

Masyarakat Situbondo
yang Sehat secara
Mandiri, Sejahtera dan
Berkeadilan

Tabel 15. Penerjemahan Misi dalam RPJMD Bidang Kesehatan

Misi RPIMN

Misi Kepala Daerah dan
RPJMD

Misi RPIJMD Bidang
Kesehatan

Mewujudkan kualitas

hidup manusia Indonesia

yang tinggi, maju dan
sejahtera

1 Mewujudkan SDM
yang berkualitas,
berprestasi aktif
dalam pembangunan

T Mewujudkan
perekonomian yang
berorientasi potensi
local

1 Meningkatkan
kualitas hidup yang
serasi, sejahtera, dan
berkeadilan

1 Mengembangkan
SDA yang memiliki
daya dukung dalam
pembangunan

1 Memantapkan
kualitas infrastruktur
yang mendukung
pemenuhan hak
dasar dan
pertumbuhan
ekonomi

1 Mewujudkan SDM
yang berkualitas,
berprestasi aktif
dalam
pembangunan

1 Mewujudkan
perekonomian
yang berorientasi
potensi lokal

1 Meningkatkan
kualitas hidup yang
serasi, sejahtera,
dan berkeadilan

1 Mengembangkan
SDA yang memiliki
daya dukung dalam
pembangunan

1 Memantapkan
kualitas
infrastruktur yang
mendukung
pemenuhan hak
dasar
dan pertumbuhan
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1 Meningkatkan tata ekonomi
kelola yang baik 1 Meningkatkan tata
dalam kelola yang baik
penyelenggaraan dalam
pemerintahan penyelenggaraan
pemerintahan

II.  Tujuan
Tujuan merupakan hasil penjabaran misi yang menyatakan sesuatu
yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Sepeymyataan
misi dijabarkan dalam satu atau lebih peatgan tujuan. Secara

skematis, hal tersebut ¢iet digambarkan sebagai berikut:

Sasaran
Lampiran Pokok
UU No. RPJMN
23/2014
+
Misi RPIJIMN
+
Kebutuhan
Lokal
»| Sasaran
Indikator
»| Sasaran
Indikator
A8 8 ) Tujuan »( Sasaran
Misi A 888
RPJMD ~ . Indikator
Bidang A 8 8 8m=====) | Tujuan
Kesehatan 88888 »| Sasaran
88 mmmm) | Ty
Hjdan Indikator
»| Sasaran

Indikator

Gambarl6. Penjabaran Misi menjadi Tujuan

Tujuanharus bisamengarahkan kepada perumusan sasaran dan
strategi yang benariserta menjawab isu strategis dan permasalahan
pembangunan daerahTujuan juga semestinya mampu menjadi dasar
yang kuat dalam penetapan indikator atau tolok ukur kinerja. Tujuan

tidak harus dinyatakan secara kuantitatif, namun jika mungkin akan lebih
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baik, yang terpenting harus mampu menunjukkan sulatmdisi yang
ingin dicapai di masa mendatang

Berdasarkan acuatersebut, grumusan tujuanpembangunan
kesehatarminimal memiliki kriteria berikut:

a. Mengakomodir visi dan misi dari kepala daerah, analisis situasi di
daerah tersebut, dan tujuan RPJMN subbidang kesehatan dalam 5
tahun kedepan.

b. Mudah dijabarkan dalam program kerja dan kegiatan.

c. Memiliki kaitan yang jelas dengan keluarawutput) langsung yang
bersifat fungsional dan hasil akhiouicom@ maupun dampak
(impact).

d. Konsisten dengan misi atau tujuan yang beradaetalnki lebih tirggi.

e. Memiliki dimensi waktu capaian yang jelas

f. Dirumuskan secara logis serta bersifat bisa dicapai sesuai dengan
kemampuan organisasi.

wdzYdzaly dac¢dz2dzlyé oAl al yed | yweSyIIdzy

I 0 I dzy & &C8néoh penjabaran Misi menjadiijuan RPIMN (sebagai

acuan dalam tujuan pembangunan kesehatan daerdapat dilirat

dalam tabel 17 di bawabh ini:

Tabel 16. Contoh Penjabaran Misi menjadi Tujuan

MISI TUJUAN RPIJMN TUJUAN RPJIMD BIDANG
BIDANG KESEHATAN
KESEHATAN

Meningkatkan| Meningkatkan 1 Meningkatnya Status
kualitashidup | status kesehatan Kesehatan Ibu dan Anak
manusia dan gizi masyarakat  Meningkatnya Status Gizi
Indonesia di Masyarakat
bidang 1 Meningkatnya
kesehatan Pengendalian Penyakit

Menular dan Tidak
Menular serta
Meningkatnya Peyehatan
Lingkungan

1 Meningkatnya Pemerataal
Akses dan Mutu Pelayana
Kesehatan berkualitas

Meningkatkan {Meningkatnya pengawasa

Perlindungan dalam perlindungan
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Finansial finansial

Meningkatkan TMeningkatnya
Responsiveness Ketersediaan, Penyebaran
Sistem Kesehatan dan Mutu Sumber Daya
Daerah Manusia Kesehatan

TMemastikan Ketersediaan
Obat dan Mutu Obat dan
Makanan

fMeningkatnya upaya
peningkatan promosi
kesehatan dan
pemberdayaan masyaraka
serta meningkatnya
pembiayaan kegiatan
promotif dan preventif

fMeningkatnya upaya
peningkatan perilaku hidug
bersih dan sehat

Laintlain
sesuai
amanat
Lampiran UU
No. 23 Tahun
2014

Lainlain
sesuai
kebutuhan
daerah.

Sasaran dan Indikatornya
Sasaramdalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan kesehatan di

daerah yang teridentifikasi dengan jelas dan terukur mengenai sesuatu
yang ingin dicapai dalam satuan waktu lima tahunatau jelas
indikatornya Sasaran hendaknymenjadi acuan dalanpenyusunan
programsehingga bersifat lebih spesifik, terinci (detil), dapat diukur dan
dapat dicapai.Perumusan sasaran juga harus disinkronkan dengan
Sasaran Pokok RPJMN. Secara skematis, hal tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut:
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SASARAN
POKOK
RPJMN
/ LAMPIRAN l
UUNO.
/ 372014 \
VISIRPIMD MISI RPIMN Indikator
\
e
‘ Indikator
,‘,/M;\\ : o Tujuan |~ Indikator
RPIMD o | Tujuan
‘l. BIDANG ) ‘_'_-_- ——»{ Sasaran
\// s i Tujuan | Indikator
Indikator

Gambarl?. Penjabaran Tujuan menjadi Sasaran dan Sinkronisasi

Sinkronisasi @n penerjemahan Sasaran RPJMN dengan
Indikatornya ke dalam Sasaran dan Indikator RPdislat dilakukan
dengan menggunaka@abel 18di bawah ini:
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Tabell7. Sinkronisasi dan Penerjemahan Sasaran Pokok RPJMN dan Indikatornya ke dalamindikator RPJMD Provinsi dan RPIJMD Kabaipaten/Kot

No.

Sasaran Pokok

Indikator RPJMN 2012019

Rekomendasi penterjemahan
terhadap Indikator Provinsi

Rekomendasi penterjemahan terhadag
Indikator Kab/Kota

Meningkatnya Status

Angka kematian ibu per 100.000 kelahir

1. Jumlah absolut angk

1. Jumlah absolut angka kematian i

hidup

Kesehatan Ibu dal hidup kematian ibu melahirkan pe melahirkan per kelahiran hidup
Anak kelahiran hidup 2. Persentase persalinan di fasilit
2. Persentase persalinan di kesehatan
fasilitas kesehatar
(Riskesdas)
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiry Jumlah kematian bayi pg Jumlah kematian bayi per kelahiran hid

kelahiran hidup

Angkakematian bayi per 1.00
kelahiran hidup

Meningkatnya Status
Gizi Masyarakat

Prevalensi ibu har

(persen)

anemia pada

Persentase ibu hamil

mengalami anemia

yan

Jumlah ibu hamil mendapatk3
tablet tambah darah (bagian
dari intervensi)

Persentase ibu hamil yang mengala
anemia

Jumlah ibu hamil mendapatkan tabl
tambah darah

Persentase bayi dengan berat badan le
rendah (BBLR)

Jumlah kelahiran bayi denga
BBLR per kelahiran bayi

Jumlah kelahiran bayi dengaBBLR pe
kelahiran bayi

Persentase bayi usia kurang dari 6 bu
yang mendapat ASI eksklusif

Persentase bayi usia kurang d
6 bulan yang mendapat A
eksklusif

Persentasebayi usia kurang dari 6 bulg
yang mendapat ASI eksklusif

Prevalensikekurangan giziufderweighj
pada anak balita (persen)

Persentase balita kekurangg
gizi

Persentase balita kekurangan gizi

Jumlah penanganan kekurangan gizi pq
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No.

Sasaran Pokok

Indikator RPJMN 2012019

Rekomendasi penterjemahan
terhadap Indikator Provinsi

Rekomendasi penterjemahan terhadag
Indikator Kab/Kota

Jumlah penanganan kekurang
gizi pada balita (bagian dg
intervensi)

Jumlah Balita mendapatkan PN
(bagian dari intervensi)

balita (bagian dari intervensi)

Prevalensiwasting (kurus) anak balitg
(persen)

Persentase anak balita deng;
status gizivasting(kurus)

Jumlah penanganan anak bal
wasting

Persentase anak balita dengan status
wasting (kurus)

Jumlah penanganan anak baktasting

Prevalensistunting (pendek dan sanga
pendeR pada anak baduta (di bawah
tahun) (persen)

Persentase anak baduta deng
stunting

Persentase anak badutadganstunting

Meningkatnya
Pengendalian
Penyakit Menular dar

Prevalensi obesitas pada penduduk u
XMy

Prevalensi obesitas pao
LIS ¥y R dzR dz] dzdalarh
wilayahprovinstersebut

Hzy f | K LIS ¥ R dzR dz]
dilakukan pengukuran obesitas
2016: 20%

Tidak Menular sertg DO: Prevalensi obesitas pada penduq 2016: 15,4% 2017: 30%
Meningkatnya dzZ& Al XMy 2017:15,4% 2018: 40%
Penyehatan 2018: 15,4% 2019: 50%
Lingkungan 2019: 15,4%
Jumlah Puskesmas yang melaksana
Pandu PTMbagian dari intervensi)
Persentase kabupaten/kota yar| Persentase kabupaten/kot| Persentase kabupaten/kota yar
memenuhi syarat kualitas kesehati yang memenuhi syarat kualitg memenuhi syarat kualitas kesehatg
lingkungan kesehatan lingkungan lingkungan
Prevalensi merokok i usia<18 tahun | Prevalensi merokok pada usg Persentase kabupaten/kota yar

<18 tahun

melaksanakan kebijakan KTR minir
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Rekomendasi penterjemahan

Rekomendasi penterjemahan terhadag

Tidak Menular serta
Meningkatnya
Penyehatan
Lingkungan

No. SEEEIEN(E.CIS Inell GelfaE N AR terhadap Indikator Provinsi Indikator Kab/Kota
DO: Prevalensi merokok pada usi8 | 2016: 6,4% 50% sekolah
tahun 2017: 5,9% 2016: 102 (20%)
dalam wilayatprovinsi tersebut 2018: 5,6% 2017: 154 (30%
2019: 5,4% 2018: 205 (40%)
2019: 257 (50%)
Jumlah Sekolah (SD, SMP, SMA) \y
melaksanakan kebijakan K{lbagian dari
intervensi)
2 Meningkatnya Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.( Persentase  Kab/Kota vyarn Persentase penemuan kasus TB (C
Pengendalian penduduk (persen) memiliki penemuan kasus T DetectionRate/CDR)
Penyakit Menular dar (Case Detection Rate/CD

minimal 70% dan keberhasila
pengobatan gucces Rate/SH
minimal 85%

DO: Jumlah Kab/Kota vyan

memiliki penemuan &sus TE
(Case Detectior
Rate/CDRhinimal  70% dar
keberhasilan pengobata

(succes Rate/§Rminimal 85%

dibanding  jumlah  selurut
kab/kota di wilayah proving
tersebut

2016: 70%

2017: 80%

DO:Jumlah kasus TB yang di temukan

2016: 75%
2017: 85%
2018: 90%
2019: 100%
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No.

Sasaran Pokok

Indikator RPJMN 2012019

Rekomendasi penterjemahan
terhadap Indikator Provinsi

Rekomendasi penterjemahan terhadag
Indikator Kab/Kota

2018: 90%
2019: 100%

Presentase keberhasilan pengobatan
(succes Rate/SR)

DO: Jumlah kasus TB yang mendapa
pengobatan TB

2016: 85%

2017: 85%

2018: 85%

2019: 85%

Prevalensi HIV (persen)

Prevalensi HIV (persen)

Jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukal

Jumlah kabupaten/kota dengan eliming
malaria

Jumlah kabupaten/kota denga
eliminasi malaria

Jumlah kecamatan dengan eliming
malaria

Jumlah provinsi dengagliminasi kusta

Jumlah  kabupaten
eliminasi kusta

denga

Jumlah penemuan penderita baru Kusts

Jumlah kabupaten/kotalenganeliminasi
Filariasis

Jumlah kabupaten/kotadengan
eliminasi Filariasis

Jumlah kecamatan dengan eliminasi
Filariasis

Prevalensiekanan darah tinggi (persen)
DO: Prevalensi tekanan darah tinggi pe
dza A I x mgalanil Wilkyahprovinsi
tersebut

Prevalensi tekanan darah tingg
2016: 24,6%
2017: 24,2%
2018: 23,8%
2019: 23,4%

Jumlah puskesmas yang melakul
pengukuran tekanan daralpada seluruh
LISY RdzRdz] dzA Al xmy

Jumlah penduduk usia 18 tahun
atasyang dilakukan pengukuran :

a. obesitas dar
b. tekanan daralfbagian dari intervensi)

Persentase penurunan kasus penys

yang dapat dicegah dengan imunis;

Penurunan jumlah kasus PO

tertentu:

Penurunan jumlah kasus PD3l tertentu
a. Campak
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Rekomendasi penterjemahan

Rekomendasi penterjemahan terhadag

No. SEEEIEN(E.CIS Inell GelfaE N AR terhadap Indikator Provinsi Indikator Kab/Kota
(PD3I) tertentuwdari tahun 2013 b. Polio
2016 : 10% Cc. Tetanus Neonatorum
2017 : 20% d. Difteri
2018 : 30% Melalui surveillans PD3l dan siste
2019 : 40% kewaspadaan dini dan respons yang b:
1. Campak
2. Polio
3. Tetanus Neonatorum
4. Difteri
Melalui surveillans PD3I dg
sistem kewaspadaan dini dg
respons yang baik
Persentase kabupaten/kota yar| Persentase kabupaten/kot| Persentase anak usia-11 bulan yang
mencapai 80 persen imunisasi dagJ yang mencapai 80 persg mendapatkan imunisasi dasar lengkap
lengkap pada bayi imunisasi dasar lengkap pad
bayi Cakupan desa yang mencapai UCI
Jumlah Puskesmas yang memiliki rar
dingin €old chain untuk imunisasi
3 Meningkatnya Jumlah kecamatan yang memiliki mininj - Jumlah Kab/Kota yang sigd - Jumlah kecamatan yangmemiliki

Pemerataan Akse| satu  puskesmas yang tersertifikg melaksanakan akreditay Puskesmas siap akreditasi
dan Mutu Pelayanan akreditasi Puskesmas - Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
Kesehatan - Jumlah Kab/Kota vyan
melaksanakan akredita
Puskesmas
Jumlah kabupaten/kota yang memili Jumlah Kab/Kota yan -Jumlah RSUD yang terakreditasi

minimal satu RSUD yangersertifikasi

akreditasi nasional

melaksanakan akreditasi RS\
tersertifikasi akreditasi nasional

-Jumlah RS yang terakreditasi
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Rekomendasi penterjemahan

Rekomendasi penterjemahan terhadag

Ketersediaan,
Penyebaran, dar
Mutu Sumber Daysd
Manusia Kesehatan

5 jenis tenaga kesehatan

N2 SEEEIEN(E.CIS Inell GelfaE N AR terhadap Indikator Provinsi Indikator Kab/Kota
Jumlah RS Provinsi ya
terakreditasi
Unmet neecpelayanan kesehatan
4 Memastikan Persentase ketersediaan obat dan vak Persentase Kketersediaan ob| Persentase ketersediaan obat dan vak
Ketersediaan Oba di puskesmas dan vaksin dpuskesmas di puskesmas
dan Mutu Obat dan
Makanan Persentase penggunaan ob| Persentase penggunaan obat rasional
rasional di Puskesmas Puskesmas
5 Meningkatnya Jumlah puskemas yang minimal memi| Jumlah Kab/Kota yang selury Jumlah Puskesmas yang memiliki teng

Puskesmasnya memiliki SD
kesehatan sesuai standjq
ketenagaan (Permenkes 1
75/2014)
Jumlah Puskesmas ya
memiliki tenaga kesehata
sesuai standar ketenagag
(Permenkes no 75/2014)

kesehatan sesuai standar ketenagaan

Persentase RS Kab/Kota kelas C
memiliki 7 dokter spesialis

Jumlah Kab/Kota dengan §
Pemerintah kelas C vyar
memiliki dokte spesialis sesug
standar ketenagaan

Jumlah RS kelas C yang mem
dokter spesialis sesuai stand
ketenagaan (Permenkes §

tahun 2014)

Terpenuhinya dokter spesialis di
Pemerintah kelas C sesuai stan(
ketenagaan
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Rekomendasi penterjemahan

Rekomendasi penterjemahan terhadag

No. SEEEIEN(E.CIS Inell GelfaE N AR terhadap Indikator Provinsi Indikator Kab/Kota

Jumlah SDM kesehatan yadugingkatkan

kompetensinya (kumulatif)
Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang memiliki minin Jumlah Kab/Kota yang memili Jumlah Puskesmas ya
Puskesmas yan 20% Puskesmas yang menyelanggarg Puskesmas yan menyelenggarakan upaya kesehatan ji
menyelenggarakan | upaya kesehatan jiwa dan NAPZA menyelenggarakan Upay dan NAPZA
upaya kesehatan jiw kesehatan jiwa dan NAPZA
dan NAPZA
Pencegahan dal Jumlah pelayanan kesehatan sebal Jumlah pelayanan kesehatq Persentase fasilitas pelayanan keseha
Rehabilitasi Medi§ IPWL yang menyelenggarakan upg sebagai IPWL di provinsi yal yang melakukan upaya pencegah
Penyalahgunaan pencegahan dan rehabiltasi medis ap menyelenggarakan upay penyalahgunaan Napza di masyarakat
NAPZA di pelayana penyalahgunaan NAPZA pencegahan dan rehabilta
kesehatan yang medis pada penyalahgun
ditetapkan  sebaga NAPZA
institusi penerimal

wajib lapor (IPWL)

Meningkatnya
cakupan layanat
dampak psikologis
korban Kekerasan da
pelaku kejahatan
seksual pada and
dan remaja

Jumlah fasilitas pelayanan kesehal
yang telah ditetapkan (PPT dan PKT) y
melaksanakan  penanganan  damp
psikologis korban Kekerasan dan pele
kejahatan seksual pada anak dan rem
yang telah memiliki PPT dan PKT
Fasyankes yang telah ditetapkan

a. Jumlah Kab/Kota yang
memiliki fasilitas pelayanan
kesehatan yang ditetapkan
(PPT dan PKT) yang
melaksanakan penanganan
dampak psikologis korban
Kekerasan dan pelaku
kejahatan seksual pada anak
dan remaja

Jumlah korban kekerasan da

pelaku kejahatan seksuglada

anak dan remaja di Fasyank

rujukan yang telah ditetapkan

b. Jumlah fasilitas pelayanan
kesehatan yang melaksanakan
penanganan dampak psikologis korba
Kekerasan dan pelaku kejahatan seks
pada anak dan remaja

Jumlah korban kekerasan dan pela

kejahdaan seksual pada anak dan remg

yang telah dilayani di Fasyankes ya
telah ditetapkan
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No.

Sasaran Pokok

Indikator RPJMN 2012019

Rekomendasi penterjemahan
terhadap Indikator Provinsi

Rekomendasi penterjemahan terhadag
Indikator Kab/Kota

Meningkatnya
Pencegahan
Pengendalian
Masalah Keswa da|
Napza di sekola
PAUD, SD, SMP, SN

da

Jumlah sekolah yang melaksanak
pencegahan dan peegdalian masalat
keswa dan napza di sekolah PAUD,
SMP, SMA dan yang sederajat

dan yang sederajat

C. Jumlah sekolah sehat d
Kab/Kota yang melaksanakan
pencegahan dan pengendalia
masalah keswa dan napza di
sekolah PAUD, SD, SMP, SM
dan yang sederajat

d. Jumlah sekolah sehaagg
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian masalah keswa dan nag
di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan
yang sederajat
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Catatan:

BerdasarkanRencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Peraturan Presiden
Nomor 45 tahun 2016) dalam Prioritas Nasional Pembangunan
Kesehatan terdapat 6 Sasaran Pokok dan 4 Arah Kebijakan (ditambah
dengan Arah Kebijakan yang mendukung Revolusi Mental).

Ke-enam Sasaran Pokok tersebut adalah:

(1) Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat
(2) Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak menular

(3) Meningkatnya Perlindungan Finansial

(4) Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber

Daya Kesehatan
(5) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan
(6) Meningkatnya Jumlah Dokter yangekdsepkan Obat Rasional kepada

Pasien.

Adapun 4 Arah Kebijakan tersebut adalah:
(1) Memperkuat upaya promotif dan preventif dengan Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
(2) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
a) Pembiayaan kesehatan
b) Penyediaan, distribusi, danutu farmasi, alkes, dan makanan
c) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
d) Penguatan sistem informasi, manajemen dan litbang kesehatan
e) Penyediaan, persebaran dan kualitas SDM kesehatan
(3) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
(4) Meningkatkan pelayanan keluga berencana dan kesehatan

reproduksi.

Sedangkan Arah Kebijakan yang mendukung Revolusi Mental adalah
(1) Meningkatkan responsifitas pelayanan kesehataantara lain dengan
menggunakan teknologi informasuntuk mengembangkan rujukan

online rekam medi®nlinedantelemedicine
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(2) Efektivitas program promotif dan preventi{Gerakan Masyarakat Hidup

Sehat)

(3) Penegakan hukum dan disiplifetika kedokteran, standar rumah sakit,

dil).
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V.

Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Agar sinkron dan selaras, penetapammisi/ submisi, tujuan,
sasaran, dan indikator dalam RPJMD kabupaten/kota harus
memerhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi. Dalam hal ini,
Kabupaten/Kota dapat menambahkan berbagai Misi/Sub Misi,
Tujuan, Sasaran, dan Indikatoyang bersifat khas dan hanya ada di
daerah bersangkutan. Sinkronisasi tersebut dilakukan dengan
mengisi tabel berikut ini:
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Tabel 18. Sinkronisasi Misi/Sub Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPIJMD dengan RPJMN

No

RPJMN

RPJMD Provinsi

Tujuan

Sasaran

Indikator

Tujuan

Sasaran

Indikator

Meningkatnya Status Kesehats

Ibu dan Anak

Angka kematian ibt
per 100.000 kelahirar

hidup

Jumlah absolut angk
kematian ibu melahirkar
per kelahiran hidup

Persentasepersalinan di
fasilitas kesehatar
(Riskesdas)

Angka kematian bay
per 1.000 kelahirar

hidup

Jumlah kematian bayi pe
kelahiran hidup

Angka kematian bayi pe
1.000 kelahiran hidup
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Tabel 19. Penjabaran ISu Strategis ke dalam Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Isu Strategis RPIJMN Sub Bidang Kesehatan (1):Peningkatan Kesehatan
Ibu, Anak, Remaja dan Lansia

Tujuan

Sasaran Indikator

Meningkatnya Status| Angka kematian ibu per
Kesehatan Ibu dan Anak | 100.000 kelahiranhidup

Keterangan:

Tabel selengkapnya terdapat dalam Workbook

e. Sinopsis/ Rangkuman

Visi dalam bidang kesehatan merupakan gambaran keadaan

bidang kesehatan dimasa yang akan datang. Visi tersebut dapat
diwujudkan melalui berbagai strategi dan program kegiatan. Di
samping itu, visi sebaiknya menyiratkan harapan dan kebanggaan
jika dapat dicapai. Misi dalam bidang kesehatan merupakan
pernyataan tujuan daerah di bidang kesehatan secara luas, tetapi
jelas batasannya. Pernyataan midersifat tahan lama tetapi dapat
berubah.

f. Lembar kerja Penugasan Tahap 3:

Lakukanlah sinkronisasi Misi/SubMisi , Tujuan , Sasaran dan
Indikator Pembangunan dengan menggunakan tabel 19.

g. Referensi

1. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

. Lampiran UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah.

. Lampiran Petunjuk Pelaksanaan No. 3

/Juklak/Sesmen/06/2014 Tanggal 26 Juni 2014: Petunjuk
Pelaksanaan Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 262619.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
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h. Kuis

1.

2.

Visi suatu daerah dalam bidang kesehatan merupakan gambaran
keadaan daerah bidang kesehatan dimasa yang akan datang yang
harus disepakati oleh:

a. Dinas kesehatan dan pihak terkait secara bersarsama
(Shared Vission

b. Sepihak hanya Kepala Daerah saja
c. Masyarakat

d. Presiden

e. Jawaban A dan C benar

Visi sebaiknya selain logis dan dapat diwujudkan juga
menunjukan:

a. Ciri khas daerah

b. Harapan dan Kebanggaan jika tercapai

c. Sejarah daerah

d. Tujuan yang jelas

e. Jawaban A dan C benar

Berikut ini manakah yang merupaka Visi suatu daerah:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan
perorangan

b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam hidup sehat

c. Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan untuk seluruh
masyarakat

d. Terwujudnya masyarakat yang memiliki derajat kesehatan
yang tinggi dengan memberikan pelayanan kesehatan yang
bermutu , adil dan terjangkau

e. Meningkatkan peran lintas sektor dalam penyehatan
lingkungan

Pernyataan tujuan daerah dalam bidang kesehatan secara luas dan
memiliki batasan tegas disebut:

a. Misi

b. Sasaran
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c. Teori
d. Strateqi
e. Kebijakan

5. Pernyataan yang benar mengenai Misi dalam bidang kesehatan
adalah

a. Misitidak dapat berubah dalam keadaan apapun
b. Misi berisikan program kesehatan
c. Misi dapat berubah sehingga membuat SDM bisa berkomitmen

d. Misi berisikan gambkaran keadaan kesehatan dimasa yang akan
datang

e. Misi berisikan harapan dan kebanggaan

i. Kunci Jawaban
1. A
2. B

3.
4.
5.

O » O

4. Tahap 4: Sinkronisasi Target Sasaran

a. Deskripsi

Sesikeempat ini akan membahas mengenai cara sinkronisasi target
dalam sasaran. Peserta juga akan dipaparkan mengenai cara
menentukan target di daerah sebelum melakukan sinkronisasi.

a. Tujuan Pembelajaran
Diharapkan setelah selesai sesi ini:

1. Peserta mampu menentukan target di daerah berdasarkan
kecendrungan kinerja 35 tahun, berdasarlan trend kapasitas
internal 5 tahun kedepan,dan trend tantangan 5 tahun kedepan.

2. Peserta mampu mensinkronkan target berdasarkan indikator
sasaran RPIJMN dan RPJMD Provinsi
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b. Petunjuk Pembelajaran
1. Sesiini memakan waktu 100 menit

2. Setalah pengajaran sas selesai, peserta diwajibkan untuk
mengerjakan penugasan dan menjawab kuis yang diberikan

3. Peserta akan mengerjakan penugasan di lembar kerja yang telah
disediakan

4. Penugasan dan kuis dianalisis untuk mengetahu tingkat pemahamn
peserta terhadap bahan ajayang diberikan

Peran tutor dalam pembelajaran sesi ini antara lain :
1. Tutor sebagai pemberi materi pengajaran setiap sesi

2. Tutor memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pertanyaan
yang diberikan dari peserta

3. Tutor memberikan kuis setiap sesi yang sudadilaksanakan

4. Tutor wajib memberikan nilai terhadap kuis yang telah
dilaksanakan

5. Tutor memberikan masukan untuk pengembangan modul
Kewajiban peserta dalam pembelajaran:

1. Peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalm
pembelajaran ini.

2. Peserta wajibmenyelesaikan penugasan dan kuis yagn diberikan
oleh Tutor.

3. Peserta wajib memberikan feedback atau umpan balik untuk
mnilai kemampuan diri dan kemampuan Tutor dalam proses
pembelajaran

c. Rencana Pembelajaran
Kegiatan : PembelajaranSinkronisasi Target Sasan
Waktu : 08.0609.40 WIB

Tempat : Ruang Kelas/ Webinar.
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d. Materi

|. Target Sasaran

Sasaran RPJMD Bidang Kesehatan dengan indikatornya
harus memiliki target yang jelas. Penetapan Target ini harus
disinkronkan dengan target dalam RPJMN. Target yang sinkrolan
jelas sangat penting sebagai dasar pengembangan program. Secara

skematis, hal ini dapat dihat padagambar10.

Lampiran
UU No.
23/2014
+
Misi RPJMN
+
Kebutuhan
Lokal

Sasaran
Pokok
RPN Target
g RPJMN
Sasaran i

Indikat ==%| Target

Sasaran

Indikat  s==p Target

P;\ 8 8 mmmmmmm) | Tujuan

»| Sasaran

Misi

RPJMD
Bidang

A 8 88mmmm) | Tujuan

Kesehatan

Indikat ) Target

8 8 mmmmm) | Tujuan

Sasaran

Indikat ==p| Target

Sasaran

Indikat ==#| Target

Gambar 18. Sinkronisasi dan Penerjemahan Tujuan ke dalam Sasaran
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Pemerintah pusat telah menetapkan semua target dalam RPJMN.
Permasalahannya, pemerintah pusat belum membagi target tersebut ke
daerah. Seharusnyapemerintah pusat mempunyai skenario atau simulasi
target yang mempertimbangkan kemampuan setiap daerah. Faktanya, ada
daerah yang mampu bahkan melebihi target dari pusat, tetapi di lain pihak
ada daerah yang hanya mampu menetapkan target di bawah target s
Dengan scenario atau simulasi ini, Pemerintah Pusat idealnya bisa membagi
target secara proporsional. Hal ini penting untuk menjamin tercapainya target
UAT ¢ OAl AE AEOAOAPEAT EAOAT A AAAOAE
AEET | DAT OAOE GAGME jAMMOIAMEDTAKA OET CCEQS
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Gambarl9. Contoh Skenariotau Simulasi Target Berdasarkan Kemampuaaerah
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II.  Sinkronisasi Target

Dalam kondisi tidak adanya skenario atasimulsi target, penetapan target diserahkan kepada setiap daerah. Untuk itu,

daerah dapat menetapkan target berdasarkan 3 hal yaitu (1) trend atau kecenderungan kinerja dalarb3ahun terakhir; (2)

trend kapasitas internal dalam 5 tahun ke depan; dan (3)rend tantangan dalam 5 tahun ke depan. Semua pertimbangan

tersebut diperoleh dari hasil Analisis Situasi Kesehatan. Contoh sinkronisaarget terlinat pada tabelberikut ini:

Tabel20. Sinkronisasi Target

Tujuan RPIJMN Indikator Sasaran RPJMN 202819 Target Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Target
No.
Meningkatnya Status Angka kematian ibu per 100.000 kelahir| 306 Jumlah absolut angka kematian i
Kesehatan Ibu dan Anak | hidup melahirkan per kelahiran hidup
Persentase persalinan di fasilita
kesehatan (Riskesdas)
Angka kematian bayi per 1.000 kelahira| 24 Jumlah kematian bayi per kelahiran hid
hidup
Angka kematian bayi per 1.000 kelahir
hidup
Meningkatnya Status Gizi | Prevalensi anemia pada itwamil 28 Persentase ibu hamil yang mengalg
Masyarakat (persen) anemia
Jumlah ibu hamil mendapatkan tabl
tambah darah (bagian dari intervensi)
Persentase bayi dengan berat badan lall 8 Jumlah kelahiran bayi dengan BBLR
rendah (BBLR) kelahiran bayi
Persentase bayi usia kurang dari 6 bula| 50 Persentase bayi usia kurang dari 6 bu

yang mendapat ASI eksklusif

yang mendapat ASI eksklusif
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Prevalensi kekurangan giangerweighy | 17 Persentase balita kekurangan gizi
pada anak balita (persen)
Jumlahpenanganan kekurangan gizi pa
balita (bagian dari intervensi)
Jumlah Balita mendapatkan PMT (bag
dari intervensi)
Prevalenswasting(kurus) anak balita 9,5 Persentase anak balita dengan status
(persen) Wasting(kurus)
Jumlah penanganan anak bakltasting
Prevalensstunting (pendek dan sangat | 28 Persentase anak baduta dengstanting
pendek pada anak baduta (di bawah 2
tahun) (persen)
Meningkatnya Pengendalian Prevalensi obesitas pada penduduk usid 15,4 Prevalensi obesitas pada penduduk u
Penyakit Menular dan Tidak| x M y % Mdalamwilayahprovinstersebut
Menular sertaMeningkatnya 2016: 15,4%
Penyehatan Lingkungan DO: Prevalensi obesitas pada pendudut ggg 123?;;
A Ry 2019: 15,4%
Persentase kabupaten/kota yang 40 Persentase kabupaten/kota yar
memenuhi syarat kualitas kesehatan memenuhi  syarat kualitas kesehat:
lingkungan lingkungan
Prevalensi merokok pada usia8 tahun | 5,4 Prevalensi merokok pada usia8 tahun

DO: Prevalensi merokok pada usis
tahun

dalamwilayahprovinsi tersebut

2016: 6,4%
2017: 5,9%
2018: 5,6%
2019: 5,4%
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Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.0qQ 245 Persentase Kab/Kota yang memi
penduduk (persen) penemuan kasus TB (Case Deteci
Rate/CDR) minimal 70% dan keberhas
pengobatan fucces Rate/§Rminimal
85%
DO: Jumlah Kab/Kota yang memil
penemuan kasus TBCése Detectiol
Rate/CDRjinimal 70% dan keberhasile
pengobatan gucces Rate/SRminimal
85% dibanding jumlah selurukab/kota
di wilayah provinsi tersebut
2016: 70%
2017: 80%
2018: 90%
2019: 100%
Prevalensi HIV (persen) <0,5% Prevalensi HIV (persen)
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminag 300 Jumlah kabupaten/kota dengan eliming
malaria malaria
Jumlahprovinsi dengan eliminasi kusta | 34 Jumlah kabupaten dengan eliminasi ku
Jumlah kabupaten/kotdenganeliminasi | 35 Jumlah kabupaten/kotalenganeliminasi
Filariasis Filariasis
Prevalensi tekanan darah tinggi (persen| 23,4 Prevalensi tekanan darah tinggi
DO: Prevalensi tekanan darah tinggi pag 2016: 24,6%
dza A I % dalamivitayatirgvinsi AVLG 2 28
tersebut 2018: 23,8%
2019: 23,4%
Persentase penurunan kasus penyakit | 40 Penurunan jumlah kasus PD3l tertentu:
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yang dapat dicegah dengan imunisasi

(PD3IYertentu dari tahun 2013 2016 : 10%
2017 : 20%
2018 : 30%
2019 : 40%
1. Campak
2. Polio
3. Tetanus Neonatorum
4. Difteri
Melalui surveillans PD3l dan sisteg
kewaspadaan dini dan respons yang b
Persentase kabupaten/kotgang 95 Persentase kabupaten/kota yar
mencapai 80 persen imunisasi dasar mencapai 80 persen imunisasi das
lengkap pada bayi lengkap pada bayi
3 Meningkatnya Pemerataan | Jumlah kecamatan yang memiliki minim| 5600 - Jumlah  Kab/Kota yang sid
Akses dan Mutu Pelayanan | satupuskesmas yang tersertifikasi melaksanakan akreditasi Puskesmas
Kesehatan akreditasi - Jumlah Kab/Kota yang melaksanak
akreditasi Puskesmas
Jumlah kabupaten/kota yang memiliki | 481 Jumlah Kab/Kota yang melaksanak
minimalsatuRSUD yangrsertifikasi akreditasi RSUD tersertifikasi akredit
akreditasi naional nasional
Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi
Unmet neegpelayanan kesehatan
Tujuan RPIJMN Indikator Sasaran RPJMN 202519 Target Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Target
No.
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4 Memastikan Ketersediaan | Persentase ketersediaan obat dan vaks| 90 Persentase ketersediaan obat dan vak
Obat dan Mutu Obat dan | di puskesmas di puskesmas
Makanan
Persentase penggunaan obat rasional
Puskesmas
5 Meningkatnya Ketersediaan| Jumlah puskemas yang minimal memilij 5600 Jumlah Kab/Kota  yang  selurt
Penyebaran, dan Mutu 5 jenis tenaga kesehatan Puskesmasnya memiliki SDM keseha
Sumber Daya Manusia sesuai standar ketenagaan (Permen
Kesehatan i fei)
Jumlah Puskesmas yang memiliki ten
kesehatan sesuai standar ketenagsg
(Permenkes no 75/2014)
Persentase RS Kab/Kota kelas C yang| 60 Jumlah Kab/Kota dengan RS Pemerin
memiliki 7 dokter spesialis kelas C yang memiliki dokter spesig
sesuai standar ketenagaan
Jumlah RS kelas C yang memiliki do
spesialis sesuai standar ketenagg
(Permenkes 56 tahun 2014)
Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatk{ 56.910
kompetensinya (kumulatif)
Tujuan RPIJMN Indikator Sasaran RPJMN 202519 Target Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Target
No.
6 Meningkatnya Puskesmas | Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal Jumlah  Kab/Kota yang memil
yang menyelenggarakan | 20%Puskesmas yang menyelanggaraka Puskesmas yang menyelenggaral

upaya kesehatan jiwa dan

NAPZA

upaya kesehatan jiwa dan NAPZA

Upaya kesehatan jiwa dan NAPZA
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Pencegahan dan Rehabilitag
Medis Penyalahgunaan
NAPZA di pelayanan
kesehatan yang ditetapkan
sebagai institusi penerima
wajib lapor (IPWL)

Jumlah pelayanan kesehatan sebagai
IPWL yang menyelenggarakan upaya
pencegahan dan rehabiltasi medis apdg
penyalahgunaan NAPZA

Jumlah pelayanan kesehatan seba
IPWL di provinsi yang menyelenggarak
upaya p@cegahan dan rehabiltasi med
pada penyalahguna NAPZA

Meningkatnya cakupan
layanan dampak psikologis
korban Kekerasan dan pelak
kejahatan seksual pada ana
dan remaja

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan
yang telah ditetapkan (PPT dan PKT) ya
melaksanakan penanganan dampak
psikologis korban Kekerasan dan pelak
kejahatan seksual pada anak dan remaj
yang telah memiliki PPT dan PKT di
Fasyankes yang telah ditetapkan

Jumlah Kab/Kota yang memiliki fasilite

pelayanan kesehatan yang ditetapkan

(PPTdan PKT) yang melaksanakan

penanganan dampak psikologis korba

Kekerasan dan pelaku kejahatan seks

pada anak dan remaja
Jumlah korban kekerasan dan pelg
kejahatan seksual pada anak dan rem
di Fasyankes rujukan yang tel
ditetapkan

MeningkatnyaPencegahan
dan Pengendalian Masalah
Keswa dan Napza di sekolal
PAUD, SD, SMP, SMA dan
yang sederajat

Jumlah sekolah yang melaksanakan
pencegahan dan pengendalian masalah
keswa dan napza di sekolah PAUD, SD
SMP, SMA dan yang sederajat

Jumlah sekolakehat di Kab/Kota yang
melaksanakan pencegahan dan
pengendalian masalah keswa dan nay
di sekolah PAUD, SD, SMP, SMA dan
yang sederajat
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e. Sinopsis

Sasaran RPJMD Bidang Kesehatan dengan indikatornya harus
memiliki target yang jelas. Penetapan Target ini harus
disinkronkan dengan target dalam RPJMN. Target yang sinkron
dan jelas sangat penting sebagai dasar pengembangan program.

f. Lembar kerja/ Penugasan

Lakukan sinkronisasi target dengan menggunakan tabel 21.

g. Referensi

1.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sub Bidang Keehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian
PPN/Bappenas (2016). RPJMN 2018019 (power point).

Lampiran Petunjuk Pelaksanaan No. 3
/Juklak/Sesmen/06/2014 Tanggal 26 Juni 2014: Petunjuk
Pelaksanaan Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Mengah Nasional Tahun 2015019.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional

. Trisnantoro, L., Rimawati, & Triastuty, A.(2008). Master Plan

Pembangunan Sektor Kesehatan Kota Balikpapan. Yogyakarta:
PMPK FK UGM.

Trisnantoro, L & Rimawati (2009). Modul Penyusunan Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Yogyakarta: PMPK
FK UGM
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h. Kuis

1. Target adalah

a. Tujuan-tujuan yang lebih rinci yang dapat diukur secara jelas
dan biasanya berupa angka

b. Tujuan yang tertulissecara kualitatif dan kuantitatif

c. Pernyataan yang penjabarannya mengacu pada misi RPJMN dan
misi kepala daerah

d. Cara taktis untuk mencapai sesuatu

e. Kondisi yang ingin dicapai dalam waktu tertentu.

2. Pemerintah Pusat telah menetapkan target untuk peningkatan
percepatan gizi masyarakat sebesar 80%. Daerah A adalah daerah
yang sumber daya dan kemampuan daerahnya sangat terbatas,
dan hanya mencapai target 60%, sementara Daerah B adalah
daerah yang sumberdaya dan kemampuan daerahnya sangat
tinggi, sehingga daerah B mencapai target melebihi target yang
ditentukan pemerintah pusat yaitu sebesar 95%. Untuk mengatasi
ketimpangan dalam hal pencapaian target ini hal yang seharusnya
dilakukan adalah

a. Membuat skenario perubahan arah kebijakan
b. Membuat simulasi arah kebijakan

c. Membuat skenario dan simulasi target

d. Membuat analisis situasi

e. Tidak membuat apaapa

3. Salah satu alasan pentingnya simulasi target adalah
a. Agar daerah yang kuat dapat mencapai target lebicepat
b. Agar daerah yang lemah juga dapat mencapai target
c. Agar target yang ditentukan lebih proporsional dan lebih bisa
dijangkau oleh daerah yang lemah
d. B dan C benar

4. Pentingnya penentuan target yang jelas dan terukur adalah
a. Pengembangan program
b. Pengembangan arah kebijakan
c. Pengembangan pembangunan
d. Pengembangan diri
e. Bukan salah satu di atas
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Kunci Jawaban
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5. Tahap 5: Sinkronisasi Arah Kebijakan dan Strateqgi
Pembangunan

a. Deskripsi

Sesi5 ini akan membahas cara mensinkronkararah kebijakan

dan strategi Pada sesi injuga akan dipaparkan mengenaiDiakhir sesi
peserta diwajibkan untuk mengerjakan tugas dan menjawab kuis.

a. Tujuan Pembelajaran

Diharapkan setelah selesai sesi ini:

1. Peserta mampumamahamikonsep sinkronisasi strategi

2. Peserta mampumemahami konsep sinkronisasi arah kebijakan

3. Peserta mampu melakukan sinkronisasi arah kebijakan

4. Peserta mampu melakukan sinkronisasi strategi dan arah kebijakan

berdasarkan RPIJMN dan RPJMD Provinsi

b. Petunjuk Pembelajaran

1.
2.

Sesi ini memakan waktu 100 menit

Setalah pengajaran sesi selesai, peserta diwajibkan untuk
mengerjakan penugasan dan menjawab kuis yang diberikan

Peserta akan mengerjakan penugasan di lembar kerja yang telah
disediakan

Penugasan dan kuiglianalisis untuk mengetahu tingkat pemahamn
peserta terhadap bahan ajar yang diberikan

Peran tutor dalam pembelajaran sesi ini antara lain :

1.
2.

Tutor sebagai pemberi materi pengajaran setiap sesi

Tutor memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pertanyaan
yang diberikan dari peserta

Tutor memberikan kuis setiap sesi yang sudah dilaksanakan

Tutor wajib memberikan nilai terhadap kuis yang telah
dilaksanakan

Tutor memberikan masukan untuk pengembangan modul
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Kewajiban peserta dalam pembelajaran:

1. Peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalm pembelajaran
ini.

2. Peserta wajib menyelesaikan penugasan dan kuis yagn diberikan oleh
Tutor.

3. Peserta wajib memberikan feedback atau umpan balik untuk mnilai
kemampuan diri dan kemampuan Tutor dalam proses pembelajaran

c. Rencana Pembelajaran

Kegiatan : Pembelajaran Sinkronisasi Strategi dan Arah Kebijakan

Waktu : 08.00-09.40 WIB
Tempat : Ruang Kelas/ Webinar.
d. Materi

A. Arah Kebijakan dan Sinkronisasi Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan kebijakan utama yang diambil untuk
menyelesaikan permasalahan dan isu strategis dalam rangka mencapai sasaran
pembangunan, yaitu perubahan kondisi yang ingin dicapai pada 5 (lima) tahun
ke depan. Aratkebijakan minimal harus :

1. Menjelaskan tentarg kebijakan umum yang diambil oleh pemerintah
untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan sasaran yang ingin
dicapai.

2. Memuat strategi pembangunan yang berisi prograrprogram atau
kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai saaran pembangunan.

Sinkronisasi Arah Kebijakan, mensinkronkan arah kebijakan dilakukan
dengan cara menyesuaikan arah kebijakan pusat yang tertuang di RPJMN dengan
kebijakan daerah yang ada di RPJMD dengan mempertimbangkan-hal sebagai
berikut :

a. Kebijakan di RPIMD tetap saling mendukung pencapaian nasional

b. Arah kebijakan RPJMD dapat dipecatijubah, dihilangkan , digabung atau

ditambah dengan tetap mendukung kebijakan nasional
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Sasaran

Lampiran POkOk
LU No. RPJMN
23/2014 Target
Misi F:PJMN RPJMN
Kebu-t'-uhan @
Lokal
Sasaran

Indikator == Target
Sasaran

Indikator | Target

A 8 8 ) | Tujuan »| Sasaran
Misi A888
RPJMD = . Indikator
Bidang A 8 888===) | Tujuan —»| Target
Kesehatan 88888 Sasaran
88 ) i
Tujuan Indikator ==p| Target

Sasaran

Indikator == Target

Arah Kebijakan RPJMN% Arah Kebijakan M

Gambar 20. Perumusan Arah Kebijakan Berdasarkan Arah Kebijakan
RPJMN, Tujuan dan Sasaran

Adanya rekomendasi membuat RPJMN bersifat fleksibel dan daerah bisa
menyesuaikan dengan kemampuan masinagasing. Berikut tabel 22 untuk

melakukan sinkronisasi arah kebijakan:
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Tabel 212. Contoh Sinkronisasi Arah Kebijakan

No. Arah Kebijakan Arah Kebijakan dalam RPIJMD
RPJMN Bidang Kesehatan Provinsi
1 | Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehats
Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitg
2 | Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3 | Meningkatkan Pengendalian Penyakidan
Penyehatan Lingkungan
4 | Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar
yang Berkualitas
5 | Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan
yang Berkualitas
6 | Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan,
Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat
Kesehatan
7 | Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
8 | Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutt
Sumber Daya Manusia Kesehatan
9 [ Meningkatkan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
10 | MenguatkanManajemen Penelitian Pengembangar
dan Sistem Informasi
11 | Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosia|
Nasional Bidang Kesehatan
12 | Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas

Pembiayaan Kesehatan

B. Strategi dan Sinkronisasi Strategi

1.

Strategiadalah cara taktis mencapai tujuan jangka panjang. Strategi dapat
didefinisikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapali
suatu sasaran khususStrategi juga merupakanrencana menjalankan misi dan
mencapai visi. Strategi memerlukan kegtan-kegiatan untuk mewujudkannya
dan menjadi tujuan sumber daya manusia dalam mewujudkan pembangunan
kesehatan.

Strategi pembangunamerupakan cara yang digunakan untuk melaksanakan

arah kebijakan yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan dilaksanakan

melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada masiaging Prioritas

Nasional/Bidang Pembangunan.

Strategi pembangunan daerah merupakan

langkaltangkah berisikan

programprogram indikatif untuk mewujudkan visidan misi dalam rangka
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pemanfaatan sumber day yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan Kkerja,
lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,

maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

C. Sinkronisasi Strategi

Penyusunan strategi dalalRPJMD Bidang Kesehatan dilakukan dengan
mensinkronkan Strategi RPJMN dan Arah Kebijakan. Selain itu, sangat dianjurkan
untuk melakukan kajian literatur untuk mendapatkan inspirasi atau melakukan
inovasi. Secara skematis hal ini dapat digambarkan sebagkiibe

Sasaran
Pokok

DD 1NN

Lampiran
UU No.
23/2014
+
Misi RPIMN
+
Kebutuhan
Lokal

Target
RPJMN

r—»| Sasaran i

K

Indikator ~~%| Taraet
Q =P Sasaran
Indilatr
p—
A8 88
A 8 88 ; Indikator
Kesehatan 838888 Strategi
88 m— m _ RPJMN
Sasaran Literatur

Indileatn Taraet @

cﬁj

—

Arah Kebijakan RPIMNEEEED | Arah Kebijakan ;H\Straﬂ_m

Gambar 13. Sinkronisasi Strategi
Berdasarkan gambar 12 di atas sinkronisasi strategi dapat dilakukan dengan
menggunakan tabel2berikut:
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Tabel23. Contoh Penyusunan Strategi

Arah Kebijakan 1: Akselerasi Pemenuhan Pelayanan Kesehatgriihak,Remaja
dan Lansia yang Berkualittas

Strategi Arah Kebijakan 1 dalam RPJMN | Kajian Literatur | Strategi dalan
RPJMD

Peningkatan akses dan mutontinuum of carg Contracting out
pelayanan ibu dan anak yang meliputi
kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas
kesehatan dan penurunan kasus kematian i
di rumah sakit

Peningkatan pelayanan kesehatan reproduks
padaremaja

Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS

Penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga

Peningkatan pelayanan kesehatan pendudul
usia produktif dan lanjut usia

Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu
pada bayi dan balita; dgpeningkatan peran
upaya kesehatan berbasis masyarakat
termasuk posyandu dan pelayanan terintegrg
lainnya dalam pendidikan kesehatan dan
pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan
lansia

D. Sinkronisasi Strategi dan Arah Kebijakan

Upaya Sinkronisasdilakukan dengan menelaamarasi strategi dan arah
kebijakan pembangunan daerah yangkan dituangkan dalam RPJMD untuk
diselaraskan dengaRRIMN 20152019 Penyelarasan bersifat naratif sehingga harus
dilakukan secara manual
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e. Sinopsis

Strategi adalah cara taktis mencapai tujuan jangka panjang. Strategi
dapat didefinisikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan
untuk mencapai suatu sasaran khusustrategi juga merupakarrencana
menjalankan misi dan mencapai visi. Strategi memarkan kegiatan
kegiatan untuk mewujudkannya dan menjadi tujuan sumber daya
manusia dalam mewujudkan pembangunan kesehatan.

Penyusunan strategi dalam RPJMD Bidang Kesehatan dilakukan dengan
mensinkronkan Strategi RPJMN dan Arah Kebijakan. Selain itu, sangat
dianjurkan untuk melakukan kajian literatur untuk mendapatkan
inspirasi atau melakukan inovasi.

Arah kebijakan merupakan kebijakan utama yang diambil untuk
menyelesaikan permasalahan dan isu strategis dalam rangka mencapai
sasaran pembangunan, yaitu peruldaan kondisi yang ingin dicapai pada
5 (lima) tahun ke depan.

Sinkronisasi Arah Kebijakanmensinkronkanarah kebijakan dilakukan

dengan cara menyesuaikan arah kebijakan pusat yang tertuang di RPJMN

dengan kebijakan daerah yang ada di RPJMD dengan memparigkan

halhal sebagai berikut :

a. Kebijakan di RPJMD tetap saling mendukung pencapaian nasional

b. Arah kebijakan RPJMD dapat dipecdhuybah, dihilangkan , digabung
atau ditambahdengan tetap mendukung kebijakan nasianal

f. Lembar kerja/ Penugasan

1. Lakukan sinkronisasi arah kebijakan

2. Lakukan sinkronisasi strategi dan arah kebijakan dari arah
kebijakan 1 sampai dengan 12 dengan menggunakan bantuan
tabel 16

g. Referensi

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

2. Peraturan Pememtah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahaparata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

3. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentandPelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang TahapanTatacara
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Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian
PPN/Bappenas (2016). RPJMN 2018019 (power point).

6. Lampiran Petunjuk Pelaksanaan No. 3Juklak/Sesmen/06/2014
Tanggal 26 Juni 2014: Petunjuk Pelaksanaan Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 20152019. Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

7. Trisnantoro, L., Rimawati, & Triastuty, A.(2008). Master Plan
Pembangunan Sektor Kesehatan Kota Balikpapan. Yogyakarta:
PMPK FK UGM.

8. Trisnantoro, L & Rimawati (2009). Modul Penyusunan Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Yogyakarta: PMPK FK
UGM

h. Kuis
1. Berikut ini yang benar mengenai arah kebijakan adalah:

a. Arah kebijakan harus memuat strategi pembangunan yang
berisi program-program atau kegiatartkegiatan
pembangunan

b. Arah kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan analisa
situasi dan masalah kesehatan

c. Arah kebijakan berisi kebijakan dimasa akan datang dalam
kurun waktu satu tahun

d. Arah kebijakan tidak harus memuat strategi pembangunan

e. Arah kebijakan tidak harus mempertimbangkan istisu
strategis kesehatan

2. Berikut ini yang benar mengenai strategi adalah:

a. Menyusun strategi harus memperhatikan indikator yang
akan dicapai

b. Menyusun strategi tidak harus memperhatikan indikator
yang akan dicapai

c. Menyusun strategi tidak harus memperhatkan analisa
situasi dan masalah

d. Menyusun strategi tidak harus memperhatikan tujan
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3.

e.

Menyusun strategi tidak harus memperhatikan visi dan misi
daerah

Isu-Isu strategis bidang kesehatan di bawah ini, KECUALI

a.
b.
C.
d.

e.

Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia

Status Gizi Masyarakat

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Akses Pelayanan Keshatan Dasar dan Rujukan

Bukan salah satu di atas

Berikut ini adalah arah kebijakan isuisu strategis , KECUALI

a.

Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu,
Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas

Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat

Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan

Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang
Berkualitas

Bukan salah satu di atas

Cara yang digunakan untuk melaksanakan arah kebijakan yang
telah ditetapkan merupakan

a.
b.
C.
d.

e.

Tujuan pembangunandaerah

Penyusunan visi dan misi pembangunan daerah
Penyusunan Indikator bidang kesehatan
Strategi pembangunan

Penysunan Sasaran Pembangunan Daerah

i. Kunci Jawaban

arwnpE

omm>»> >
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6. Tahap 6: Sinkronisasi Program Daerah dengan Prioritas
Nasional, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas
Berdasarkan Indikator dan  Pembagian  Urusan
Pemerintahan

a. Deskripsi

Sesi ini membahas mengenai cara sinkronisasi prograprogram
daerah dengan prioritas nasioml, program prioritas dan kegiatan
prioritas berdasarkan indikator dan pembagian urusan pemerintahan.
Pada sesi ini juga akan dipaparkan cara identifikasi dan penetapan
kegiatan

b. Tujuan Pembelajaran

Diharapkan setelah selesai sesi ini :

1.
2.
3.

Mampu memahami definsi program dan kegiatan

Mampu memahami dan membedakan program dan kegiatan
Mampu menyebutkan kembali dan memahami dasar hukum yang
mendasari sinkronisasi

Mampu mengisi tabel pemetaan program prioritas dan
menganalisisnya

. Mampu mensinkronkan program daer& dengan prioritas nasional,

program prioritas, dan kegiatan prioritas berdasakan indikator dan
pembagian urusan pemerintahan Lintas PD

c. Petunjuk Pembelajaran

1.
2.

Sesi ini memakan waktu 100 menit

Setalah pengajaran sesi selesai, peserta diwajibkan untuk
mengerjakan penugasan dan menjawab kuis yang diberikan

. Peserta akan mengerjakan penugasan di lembar kerja yang telah
disediakan
. Penugasan dan kuis dianalisis untuk mengetahu tingkat

pemahaman peserta terhadap bahan ajar yang diberikan

Peran tutor dalam pembelajaran sesi ini antara lain :

1.
2.

Tutor sebagai pemberi materi pengajaran setiap sesi

Tutor memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pertanyaan
yang diberikan dari peserta

Tutor memberikan kuis setiap sesi yang sudah dilaksanakan
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4. Tutor wajib memberikan nilai terhadap kuis yang telah
dilaksanakan

5. Tutor memberikan masukan untuk pengembangan modul
Kewajiban peserta dalam pembelajaran:

1. Peserta wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalam
pembelajaran ini.

2. Peserta wajib menyelesaikan penugasan dan kuis yamliberikan
oleh Tutor.

3. Peserta wajib memberikan feedback atau umpan balik untuk
menilai kemampuan diri dan kemampuan Tutor dalam proses
pembelajaran

Rencana Belajar

Kegiatan : PembelajaranSinkronisasi Program Daerah dengan
Prioritas Nasional, ProgramPioritas, dan Kegaitan
Prioirtas Berdasarkan Indikator dan Pembagian Urusan
Pemerintahan

Waktu :08.00-09.40 WIB

Tempat : Ruang Kelas/ Webinar

Materi

Sinkronisasi Program Daerah dengan Prioritas Nasional,
Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Indikator
dan Pembagian Urusan Pemerintahan Lintas PD

Kebijakan lintas PD merupakan suatu rangkaian kebijakan antar PD
yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas dan kegiatan prioritas
lintas PD untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai dgan tugas
dan fungsinya. Selain kebijakan pengarusutamaan pelaksanaan
pembangunan, pendekatan lintas PD yang kuat perlu dilakukan
karena permasalahan pembangunan semakin kompleks. Salah satu
dampak lemahnya koordinasi lintas PD akan berpotensi inefisiensi
melalui duplikasi program. Keterlibatan berbagai PD tersebut akan
membantu mengatasi permasalahan pembangunan secara holistik dan
tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan dengan
tepat sasaran dan meningkatkan efektivitas pencapaian sasa
pembangunan.
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Adapun beberapa tahapan untuk menyusun kebijakan dan kegiatan

lintas PD meliputi :

1. Mengidentifikasi sasaran dan tujuan (nasional dan daerah)
2. Mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi PD
3. Mengidentifikasi kebijakan yang membutuhkan peran lirds bidang
4. Melakukan sinkronisasi sasaran dengan tupoksi PD
5. Menyusun rencana aksi lintas PD

Rencana Aksi Lintas Bidang

Setelah melakukan sinkronisasi sasaran dengan tupoksi PD,
selanjutnya kegiatan yang telah diidentifikasi baik kegiatan eksisting
maupun kegiatan baru dijabarkan lebih lanjut dalam rencana aksi lintas
bidang. Rencana aksi merupakan rencana yang akan dilakukaacijon)
untuk memenuhi tujuan dari program yang telah dibuat. Rencana aksi
juga berhubungan dengan strategi yang telah ditetapkan @t karena itu
rencana aksi harus rinci, jelas, serta dapat mengantisipasi peluang dan
ancaman. Dalam Rencana Aksi, semua indikator ditentukan target yang
harus dicapai dalam 5 tahun ke depan.

Adapun contoh rencana aksi lintas bidang digambarkan pada tabel

bawah ini:

Tabel 22. Rencana Aksi Lintas Bidang

RPJMN Sub Bidang Kesehat
dan Gizi Masyarakat

RPJMD Bidang Kesehatan

Arah Kebijakan Kebijakan Lintas| Perangkat Daerah Peran dan
Bidang terkait Kontribusi
Akselerasi Pemenuhan Aksey KIA dan KB
Pelayanan Kesehatan lbu,
Anak, Remaja, dan Lanjut Us
yang Berkualitas
Mempercepat Perbaikan Gizi| Perbaikan gizi
Masyarakat
Meningkatkan Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
Meningkatan AkseBelayanan| Peningkatan Dinas Bina Marga | Pembangunan

Kesehatan Dasar yang
Berkualitas

kualitas dan aksej
pelayanan

jalan menuju
akses

kesehatan

Dinas Cipta Karya

Pembangunan
sarana sanitasi
Puskesmas

Meningkakan Akses
Pelayanan Kesehatan Rujuka
yang Berkualitas

Meningkatkan Ketersediaan,

Keterjangkauan, Pemerataan
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RPJMN Sub Bidang Kesehat RPJMD Bidang Kesehatan
dan Gizi Masyarakat

Arah Kebijakan

Kebijakan Lintas| Perangkat Daerah Peran dan

Bidang terkait Kontribusi
dan Kualitas Farmasi dan Alg
Kesehatan
Meningkatkan Pengawasan
Obat dan Makanan
Meningkatkan Ketersediaan, | Pemenuhan SDM| BKD Penyusunan
Persebaran, dan Mutu Sumb( Kesehatan formasi tenaga
Daya Manusia Kesehatan kesehatan

Dinas Kesehatan | PTT daerah
Beasiswa PPDS
(Pendidikan
Dokter Spesialis

Meningkatkan Promosi Penguatan
Kesehatan dan Pemberdayag promotif
Masyarakat preventif
MenguatkanManajemen

PenelitianPengembangadan
Sistem Informasi
Memantapkan Pelaksanaan
Sistem Jaminan Sosial
Nasional Bidang Kesehatan
Mengembangkan dan
Meningkatkan Efektifitas
Pembiayaan Kesehatan

Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Program ditetapkan dengan tetap memperhatikan sinkronisasi
terhadap program RIPMN.Selain itu, sangat dianjurkan untuk melakukan
kajian literatur untuk mendapatkan inspirasi atau melakukan inovasi. Secara
skematis hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:
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Sasaran Strategi

Pokok Target  Rpyvn
RPIMN RPJMN +
Literatur

¥ 43

=P Sasara
u Indikator _’lm =P Program

Lampiran
UU No.
23/2014
+
Misi RPIMN
+
Kebutuhan
Lokal

=P Sasara

|=>| Tuiuan I——>| Sasara

8

8 8 : Program
8=8=> Indikator Tarqet

‘e |
Rl e _.- ,ﬁ

Program
—>| Sasara |
Indlkator —>| Taraet

Arah Kebijakan RPJMN=> Arah Kebijakan ‘u=> Strategl

RPJMD
Bidang
Kesehatan

oc ¢ > B>
oc ¢ cc cc ©C

Gambar 21. Penetapan Program berdasarkan Sasaran (termasuk targetnya) yang
disinkronkan dengan Program RPJMN, dan diperkaya dengan kajian literatur

Cara Menyusun Program
a. Telaah kembali Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya
b. Kelompokkan Tujuan dan Sasaran (jikka memungkinkan) kemudian
digabungkan.
c. 4A1 OOEAT O1 Ai A6 DOI COAI UAT C AEAI
bisa mengacu pada Tujuan dan Sasaran.
Tabel 25 di bawah ini dapat digunakan untukmensinkronkan program
Perangkat Daerah(PD).

Tabel 23. Penyusunan Program Perangkat Daerah (PD)

Program Kesehatan dalam RPJMI| Program Kesehatan| Program dalam RPIJMDO
dalam RPJMD* Bidang Kesehatan**

Program Penguatan Pelaksanaan
Jaminan Kesehatan Nasional
Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan

Program Bina Gizi dan Kesehatan |
dan Anak
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Program Pembinaan Upaya
Kesehatan

Program Pengendalian Penyakit da|
Penyehatan Lingkungan

Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan

Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (PPSDMK)

Keterangan:

*) harus mempertimbangkan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD

**) harus mempertimbangkan Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Bidang
Kesehatan

Kegiatan

Kegiatan adalah bagian darprogram yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termdsu
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut, sebagai masukannput) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.

Identifikasi kegiatan yang akan dilakukan dapat mengacu kepada
kegiatan yang sama pada tahutahun sebelumnya, dan hasil kajian literatur.
Dengan kajian liteartur maka dimungkinkan untuk mengusulkan kegiatan
kegiatan inovatif yang telah berhasil di tempat lain €videncebased. Secara
skematis, hal ini dapat digambarkarsebagai berikut:
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Lampiran

UU No.
23/2014
+

+

Lokal

A8

Misi A8
RPJIJMD x

Bidang A8

Kesehatan 88

8 8

Misi RPJIMN

Kebutuhan

Sasaran

Strategi Kegiatan
Pokok  Target RPJMN  Sebelumnya
RPJIJMN RPJMN + +
Literatur Literatur
o ——
> Kegiatan
Sasara P! Kegiatan
Tuiuan |——>| Sasara -|
8 8 P > Kegiatan
. rogram
8389| Tuiuan Indikator _’ N .
—_— ] _ '
Indikator Program =P Kegiatan
Indikator —
@ Kegiatan
= Kegiatan

Arah Kebijakan RPIJMN :> Arah Kebijakan

L:> Strategi

Gambar22. Identifikasi dan Penetapan Kegiatan

Untuk mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dapat dilakukan dengan
menggunakan Tabel 26 berikutni

Tabel 24. Identifikasi dan Penetapan Kegiatan

Program dalam
RPJMD

Identifikasi Kegiatan
Eksisting

Identifikasi Kajian
Literatur

Kegiatan yang
ditetapkan

Program Peningkatal
Gizi dan KIA

S
S
S
S

iS
iS

Program
Pengendalian
Penyakit dan
Penyehatan
Lingkungan

XWNEPIXWN =

e
e
XWNEIXWD =
S
S

XWNEIXWN =

iS
iS
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Program Peningkatal
Akses dan Mutu
Upaya Kesehatan
PP

b P b P

Program Peningkatal
Ketersediaan,
Penyebaran, dan
Mutu Sumber Daya
Kesehatan

Program Peningkatal
Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
XXXXXX®

XWNEPIXWN =
XWNEIXWN =
XWNEPIXWN =

(ON ) (ON ) (ONO)

® P b P b P

XXXXXXPO

XWODNEIXWNEIXWDN =
XODNBEIXWwNEIXWDN =
XODNBEIXWwNEIXWDN =

Pemetaan Program Prioritas RKP 2017 ke dalam Program dan Kegiatan
SKPD

Pemetaan program RKP 2017 dilakukan dengammemetakan program
prioritas terhadap kegiatan masingmasing SKPD terkait.Setiap kegiatan
prioritas nasional dapat didukung oleh lintas SKPD selain Dinas Kesehatan.
Pemetaan program dapat dilakukan dengan mengisi tabel berikut ini:
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Prioritas Nasional Pembangunan Kesehatan

pencegahan penyakit

No | Program Kegiatan Prioritas Nasiona| Urusan dalam UU No| Sub Urusan | Program SKP[ Kegiatan SKPL SKPD
Prioritas 23/14 dalam UU No. Penanggung
Nasional 23/14 Jawab

1 | Penguatan Kampanye Hidup Sehat Pemberdayaan
Promotif dan Masyarakat Bidang
Preventif: Kesehatan
@ DS NJ | I| Konsumsi Pangan Sehat | Upaya Kesehatan
Masyarakat Lingkungan Sehat Upaya Kesehatan
Hidup Sehat [ pencegahafenyakitdan | Upaya Kesehatan

Deteksi Dini

Aktivitas Fisik dan
Konektivitas AntarModa
Transportasi

Kawasan Tanpa Rokok, Upaya Kesehatan
Narkoba dan Minuman

Keras

Penurunan Stress dan
Keselamatan Berkendara
Advokasi RegulaSierakan | -
Masyarakat Sehat

2 | Percepatan Pembinaan Gizi ibu, bayi, | Upaya Kesehatan
Perbaikan Gizi| dan anak
Masyarakat Manajemen dan Upaya Kesehatan

Pendidikan dan

Pemberdayaan
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Prioritas Nasional Pembangunan Kesehatan

Akses dan
Mutu

Pelayanan
Kesehatan

Kesehatan Dasar dan
Rujukan Yang Berkualitas

No | Program Kegiatan Prioritas Nasiona| Urusan dalam UU No| Sub Urusan | Program SKP[ Kegiatan SKPL SKPD
Prioritas 23/14 dalam UU No. Penanggung
Nasional 23/14 Jawab

pemberdayaan perempuan| Masyarakat Bidang
serta perkembangan anak | Kesehatan
usiadini
Ketersediaan pangan -
beragam, akses ekonomi,
dan pemanfaatan pangan
Peningkatan sanitasi dan | Upaya Kesehatan
akses air bersih
Pelayanan kesehatan dan | Upaya Kesehatan
keluarga berencana
Peningkatan Advokasi, -
Sosialisasi, dan Kampanye

3 | Peningkatan | Penyediaan Fasilitas Upaya Kesehatan

Penyediaan, Persebaran dg
Kualitas SDM Kesehatan

SDMKesehatan

Penyediaan, Distribusi, dan
Mutu Sediaan Farmasi, Alke
dan Makanan

Sediaan Farmasi, Ala
Kesehatan, dan
Makanan Minuman

Penguatan Sistem Informas
Manajemen dan Penelitian
dan Pengembangan
Kesehatan
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